RENCANA
KERJA

TAHUN 2022

BANJAR




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang

ditentukan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah merupakan dokumen panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk

pelaksanaan tahun 2022 yang belum berjalan.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus
dijadikan acuan dalam pelaksanaa program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya
dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better
performance) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai.
Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Lingkungan
Hidup dalam menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam
meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara

keseluruhan.

Martapura, 31 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banjar,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan
misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu
titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan
perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun
Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut
merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri
dan Agamis”. Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini
mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021, misi ke 3
yaitu “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,
perkebunan,peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan

pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”.

Misi Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan
pmebangunan daerah yang berkeadilan.

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

H

Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian

luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakt yang tertib, aman, dan demokratis.

Sedangkan MISI Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada misi ke 3 (tiga) yaitu:

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam

menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional

pada umumnya.

1.2.

LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banjar Tahun 2021 adalah:

1.3.

1.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Kabupaten Banjar;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 — 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar No.12);

Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar;

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review | Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hldup Kabupaten Banjar Tahun 2021 — 2022.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1.

Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu
indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada
Renstra dan RKPD.

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja sampai Triwulan 1V tahun 2022

dan proyeksi capaian akhir tahun berjalan.



3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banjar Tahun 2022, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan IV Tahun 2021 dan
perkiraan capaian akhir tahun 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Isu-Isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANJAR

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik jenis program/kegiatan , pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

Berisikan tentang rencana kerja dan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup
Banjar dengan pendanaan mangacu pada Renstra dan sesuai dengan
kebutuhan.

PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BABII
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA — SKPD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA
SKPD
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan IV tahun 2021 dan perkiraan target
sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan
Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Empat (4)
bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah,Pertamanan dan
Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Bidang
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas 3
seksi yaitu:

1. Data dan Informasi,

2. Kajian Dampak Lingkungan

3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Sampah,Pertamanan dan Limbah terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Penanganan dan Pengangkutan Sampah

2. Pertamanan, RTH dan Kebersihan Lingkungan

3. Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Pemantauan Lingkungan

2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH

2. Penegakan Hukum Lingkungan

3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Program/Kegiatan

A. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten /kota
Capaian Kegiatan . Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP
Output . Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan
Kewajiban Dalam ljin Lingkungan 45%
Hasil . Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sumber

pencemar air dan udara lingkungan 107 titik pantau



a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
Pada Sub Kegiatan ini terdapat kegitan Klinik Pengendalian Pencemaran,

Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan,

Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri,

Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri,

Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara.

Kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran lingkungan merupakan kegiatan
yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan hidup, dengan
tujuan untuk mendapatkan informasi status pengelolaan lingkungan hidup oleh suatu
kegiatan usaha/perusahaan, misalnya Progres pemantauan antisipatif pencemaran
lingkungan serta untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan
Progres yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Sasaran kegiatan Klinik
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Program pengendalian Pencemaran
Lingkungan hidup di tahun 2021 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan
Kabupaten Banjar, meliputi pelaku kegiatan usaha (perusahaan). Pada triwulan 1V
ini sudah tercapai 87,50%

Kinerja pada kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan
Laporan Izin Lingkungan ini adalah memberikan sosialisasi ke pelaku usaha terkait
dengan teknis kewajiban pembuatan laporan izin lingkungan dengan target 100
perusahaan pada triwulan 1V ini sudah tercapai 100%

Kinerja pada kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di
Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang memiliki system IPAL
dan/atau yang telah memiliki IPLC dengan target sebanyak 40 perusahaan dan
realisasi yang telah tercapai 87,50%

Kinerjanya pada kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Sumber Pencemar
Udara Di Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang menghasilkan
emisi udara dengan target 20 perusahaan dan realisasi yang tercapai utuk triwulan
IV sebanyak 100%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Air ini melakukan pemantauan
kualitas air adalah dengan cara menguiji kualitas air dengan target sebanyak 95 titik
pantau dan realisasinya telah mencapai untuk triwulan IV sebanyak 95 titik pantau
dengan capaian 100%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini melakukan pemantau
kualitas udara dengan cara menguji kualitas udara dengan target sebanyak 12 titik
pantau dan realisasi triwulan IV mencapai 12 titikk pantau atau capaian 100%
pelaksanaan kegiatan pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 dilakukan di
titik pantau lokasi vyaitu di Pergudangan Bizpark mewakili kawasan
perindustrian,perumahan bunyamin kecamatan kertak hanyar mewakili kawasan
permukiman dan halaman depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Daerah Kabupaten Banjar mewakili kawasan perkantoran. Berikut Target Sub

Kegiatan :



Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan : 20 Perusahaan
Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri

Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan : 40 Perusahaan
Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri

Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan : 100 Perusahaan

Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan

Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian : 40 Perusahaan
Pencemaran

Jumlah titik pantau air sungai ;95 titik pantau
Jumlah titik pantau udara . 12 titik pantau

Pemantuan air Desa Aranio Pemantuan air di Kec. Aluh aluh desa
Sungai musang

Pemantuan udara Passive Sampler di Pemantuan udara di Jalan
titik Hal. Perkantoran DLH A.Yani 37.5 km



Pengendalian Pencemaran udara Pengendalian Pencemaran udara

b. Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelasaksanaan Pengendalian Emisi Gas

Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah membuat dokumen pengamatan /
Penghitungan dampak GRK dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan sudah
terealisasi sebanyak 1 dokumen.
c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Laboratorium penguji harus menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
sebagaimana diamanatkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2008 yang telah diperbaharui
menjadi  SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi
Laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan peraturan menteri negara
lingkungan hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Sistem
manajemen mutu laboratorium terdiri dari 15 persyaratan manajemen, 10
persyaratan teknis dan 3 persyaratan tambahan seperti yang tercantum dalam
Permen LH Nomor 06 tahun 2009. Terget Kinerja pada kegiatan ini yaitu 1 (satu)
jumlah dokumen mutu laboratorium, dan capaian realisasi di triwulan IV sudah

mencapai 100%

2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan . Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP
Output . Presentase menurunnya tingkat kerusakan
lingkungan hidup di Kabupaten Banjar 60%
Hasil . Terwujudnya Sistem Informasi inventarisasi pemetaan

kawasan rawan kerusakan lingkungan 1 Aplikasi

a. Pemberian Informasi Perinagatan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kinerja pada Sub kegiatan ini adalah jumlah komunitas yang terbentuk sebagai
agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 6 komunitas dan
pembuatan 1 Aplikasi. Dalam kegiatan ini berhasil disepakati bahwa kegiatan
pengendalian KARHUTLA harus dilaksanakan secara koordinatif dengan BPBD
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai panglima dari kegiatan
Pengendalian KARHUTLA Di lapangan. Unsur TNI/POLRI juga terlibat dalam hal

7



teknis untuk mengamankan situasi disaat terjadi KARHUTLA. Selain itu BPBD
bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga Forum Pengurangan Resiko Bencana
Adaptasi Perubahan Iklim (Forum PRB-API Kalsel) dan Manggala Agni akan
bekerjasama untuk merumuskan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan
Bencana) untuk kasus KARHUTLA di Kabupaten Banjar. Realisasi triwulan IV sudah
sebanyak 6 komunitas dan capaian 100%

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan pelaporan lingkungan berupa dokumen dan laporan
yang berisi Informasi Lingkungan Hidup yang terhimpun. Sampai triwulan 1V sedang
dilaksanakan penyusunan kajian IKPLHD.
Capaian Kegiatan . Presentase perusahaan yang memiliki dokumen

lingkungan 84%

Output . Persentase Data base Informasi Lingkungan yang
Valid/update 100%
Hasil : Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang

tersusun 3 Dokumen
Pada Kegiatan ini capaian realisasi kinerja di triwulan 1V tahun 2021 adalah 3
dokumen sudah tercapai 100%

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1) Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Capaian Kegiatan . Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di
Perkotaan 2.05%
Output . Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di

Perkotaan 2%
Hasil . Meningkatnya Kenyamanan Ruang Publik Serta
Terpeliharanya Taman dan jalur Hijau 31 lokasi
a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Kinerja. yang menunjang Sub kegiatan Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan ini adalah jumlah lokasi
lahan taman kehati dalam kegiatan ini target yang harus terpenuhi sebanyak 1
lokasi dan terealisasi untuk triwulan 1V sudah tercapai 100%.
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pada kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH) ini indikator
kinerjanya adalah jumlah lokasi RTH yang di pelihara kegiatan yang tercapai
adalah 30 lokasi dari target di tahun 2021 dan sudah terealisasi 30 lokasi

untuk triwulan 1V



Pemeliharaan RTH Taman CBS

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya

Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk
mencapai tata pemerintahan dan lingkungan hidup perkotaan yang baik
dengan tujuan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam
mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan prinsip-
prinsip tata kepemerintahan yang baik sasaran kegiatan ini adalah untuk
menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, membangun partisipasi aktif
pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
perkotaan di sebut dengan Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan
(Gamis Hijau / Urban Farming). Kegiatan ini dengan target 70 lokasi untuk
tahun 2021 dan terealisasi sudah 70 lokasi untuk triwulan V.

F'-;é,xf':-
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¥

Gamis Hijau Pintu Air di Jembatan irigasi Gamis Hijau di SMP 1 Pengaron

Martapura

Pengempangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati.

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah jumlah kawasan Kampung
Hijau pada kegiatan ini jumlah target yang harus dicapai adalah sebanyak 1
dan pada realisasi triwulan IV sudah mencapai target 100% yaitu 1 Kampung

kawasan Hijau.




D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
Capaian Kegiatan . Persentase pelaku usaha yang memiliki izin
pengelolaan limbah B3 50%

Output :Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah
B3 35 Pelaku Usaha
Hasil . Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS

Limbah B3 35 Pelaku Usaha

a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen lzin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Fasilitas Pemenuhan untuk Komitmen
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target kinerja 35 pelaku
usaha yang sudah terlaksana di triwulan IV sebanyak 19 pelaku usaha dengan
capaian 54,29%

b. Verifikasi Lapangan untuk Memastika Pemenuhan Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbabh.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Verifikasi Lapangan untuk memastikan
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara
Limbah B3 yang sudah terlaksana di triwulan IV sebanyak 19 pelaku usaha
dengan capain 54,29%

— L

| | |

Verifikasi Limbah B3 Verifikasi Limbah B3

E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap |zin Lingkungan dan lzin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan . Persentase Data base Informasi Lingkungan yang
Valid/update 30%
Output . Persentase Ketaatan perusahaan terhadap

pengelolaan Lingkungan hidup 55%
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Hasil : Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha yang
dikenakan sanksi administrasi dan progres verifikasi
lapangan pelaksanaan penaatan terhadap peraturan
LH 45 Pelaku Usaha

Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau
Izin PPLH

Pada Sub kegiatan ini indikator kinerjanya adalah jumlah pelaku
usahal/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pelaksanaan kegiatan ini
meliputi melaksanakan rapat penapisan dokumen lingkungan terhadap pelaku
usaha yang mengajukan permohonan arahan dokumen lingkungan,
melakukan kegiatan Peninjauan Lapangan dan Rapat Teknis Dokumen
Lingkungan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi kegiatan
Pertambangan Batubara, Stockpile, Pertambangan Komoditas Batuan, SPBU,
Pergudangan, Perumahan, Kantor & Workshop, IPAL Komunal, Laboratorium,
AMDK, Ruko, Klinik dan lain-lain, dan mengeluarkan SK rekomendasi
dokumen lingkungan. Target Sub Kegiatan ada 140 Dokumen dan sudah
tercapai di triwulan IV sebanyak 149 Dokumen.
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatanb yang lIzin Lingkungan Hidup, lzin
PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Kinerja Sub kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang
diawasi maka diperlukan kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup
yang merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan guna
mengetahui sampah sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau
kegiatan dalam mengelola lingkungan. Target Kinerja dalam Sub kegiatan ini
adalah sebanyak 45 perusahaan dan kegiatan ini telah mencapai target yang
pada triwulan IV yaitu 45 perusahaan tercapai 100% factor yang mendukung

kegiatan ini adalah karena adanya dokumen lingkungan yang dimiliki oleh

perusahaan dan perusahaan wajib mentaati sesuai isi dokumen.

Pengawasan Izin Lingkungan
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c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya
dan Rencana PPLH
Pada Sub Kegiatan ini adalah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan target
45 Perusahaan dan sudah tercapai di triwulan IV sebanyak 14 Perusahaan
hanya sebesar 31,11%

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Masyarakat

1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan . Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan
60%
Output . Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan
Peraturan Lingkungan Hidup 300 Peserta
Hasil : Jumlah  Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan

Penyuluhan Lingkungan Hidup 300 Peserta

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya Manusia Bidang
Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan
Pada Sub kegiatan ini adalah Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup
yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan
kesadaran dan ketaatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup
dan Sosialisasi Tata cara pengaduan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
yang untuk memberikan edukasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah Perserta Sosialisisai
sebanyak 300 orang peserta dan realisasi untuk triwulan 1V adalah sebanyak
300 peserta kinerja tercapai 100%
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Pada Sub Kegiatan ini adalah Pembinaan Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan yang dalam rangka melaksanakan dan
mengembangkan pendidikan lingkungan hidup yang diikuti oleh sekolah
setingkat SD,SMP,SMA/SMK dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang
peduli dan berwawasan lingkungan juga Sosialisasi Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan dimana kegiatan ini menyampaikan informasi,
pengetahuan dan wawasan kepada sekolah khususnya tim Adiwiyata sekolah
tentang penyusunan dokumen aplikasi sekolah Adiwiyata. Target pada Sub
Kegiatan ini yaitu Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya
pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar dengan target
kinerja 30 perusahaan dan realisasi untuk triwulan 1V adalah sebanyak 30

Perusahaan tercapai 100%.
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G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Masyarakat

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Capaian Kegiatan . Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan
yang terselesaikan 75%
Output . Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan
yang terselesaikan 75%
Hasil : Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik 20

Kasus

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Pada Sub Kegiatan ini adalah Pelayanan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang untuk memberikan
pelayanan kepada perusahan dan masyarakat terkait permasalahan
lingkungan. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik dengan target
kinerja 20 kasus dan realisasi yang tercapai untuk triwulan ke IV adalah 10

Kasus pengeduan tingkat capaian kinerja hanya 50%

Pengaduan Limbah Produksi Bakso Limbah Tambang di Cintapuri
Di Tanjung Rema Darat mencemari mencemari perkebunan karet dan
sumur warga persawahan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, dan /atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan

Pada Sub Kegaiatan ini adalah fasilitas penyelesaian sengkata yang
mana penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target kinerja
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pada Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat
Terselesaikan sebanyak 20 Kasus. Realisasi kinerja untuk triwulan 1V 10 kasus
yang terselesaikan dengan tingkat capaian hanya 50%.

H. Program Pengelolaan Persampahan

1) Pengelolaan Sampah

Capaian Kegiatan . Persentase pengurangan sampah 24%%
Output : persentase timbulan sampah yang tertangani 74%
Hasil . Tercapainya Kebersihan di wilayah kecamatan yaitu

11 Kecamatan

a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah

Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini adalah Penyusunan kebijakan pengurangan
sampah menyajikan bentuk laporan kebijakan pengurangan sampah sehingga
menjadi acuan dalam pelayanan penanganan sampah kepada masyarakat
untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pengurangan sampah di
Kabupaten Banjar. Target kinerja pada sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen
Status Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai
triwulan ke 1V yaitu 1 dokumen tercapai 100%

b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kebupaten/kota

Pada Sub Kegiatan ini bertambahnya cakupan layanan persampahan
setiap tahun maka operasional dalam pengelolaan sampah akan semakin
meningkat, agar tidak mengurangi kondisi sarana dan prasarana pengangkutan
sampah maka dibutuhkan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana. Target pada sub kegiatan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana yang
terpelihara sebanyak 85 unit. Realiasi untuk triwulan IV sebanyak 85 unit
dengan tingkat capain 100%

c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pada Sub Kegiatan ini belum maksimalnya pengelolaan sampah dalam rumah
tangga maka parlu kiranya dilakukan pendekatan ke masyarakat demi
meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengurangan sampah. Target
kinerja yaitu Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan
persampahan sebanyak 40 komunitas, realisasi untuk triwulan IV hanya
sebanyak 26 komunitas dengan tingakat capaian 65% dan Koordinasi Kota
sehat/ Adipura Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola
lingkungan. Sampai triwulan IV, pelaksanaan pekerjaan utama pada kegiatan
ini tidak dapat terlaksana. Semula direncanakan dilaksanakan sebanyak 3
(tiga) kali penilaian, tetapi dengan adanya rasionalisasi anggaran, penilaian
tidak dapat dilaksanakan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi
pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja

modal penanganan sampah, seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor
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Angkutan Barang, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja
Modal Bangunan Gedung Kantor dan lainnya mencakup dari Pembangunan
TPS 3R, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya seperti
Pembuatan Landasan Kontainer di Beruntung Baru. Pada target Sub Kegiatan
ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah 14 Paket dan
realisasi untuk triwulan 1V 14 paket tercapai 100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi
pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja
modal penanganan sampah namun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK),
seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang seperti Dump
Truck, Kendaraan Roda Tiga, Arm Roll, dan Kontainer, Belanja Modal
Perkakas Bengkel Khusus seperti Mesin Press Hidrolik, Belanja Modal Alat
Pengolahan Tanah dan Tanaman seperti Mesin Pencacah. Target pada sub
kegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah

sebanyak 6 unit dengan realisasi triwulan IV sebanyak 6 unit tercapai 100%.

-
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2.1.2. Faktor-Faktor Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Faktor Permasalahan Kinerja

1.

Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD membuat
beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang sangat strategis
untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Ditambah lagi dengan kebijakan
rasionalisasi anggaran sebagai dampak penanganan Covid-19 membuat
sebagian kegiatan anggarannya dihilangkan sehingga target yang ingin dicapai
pada Renja 2021 tidak dapat direalisasikan.

Meningkatnya timbulan sampah sebagai dampak semakin tumbuh dan
berkembangnya hunian perumahan dan industri hal ini tidak diiringi dengan
panambahan sarana dan prasarana penanganan sampah di Kabupaten Banjar
yang tentu dapat mengganggu pelayanan persampahan.

Penyedia Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Presentase tersedia luas RTH

publik masih dibawah 20% dari luas wilayah Kabupaten Banjar

Solusi Capaian Kinerja

1.

Dengan keterbatasan anggaran dan rasionalisasi anggaran sebagai dampak
penanganan Covid-19 maka prioritas pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan
sesuai anggaran yang tersedia dan dilakukan penjadwalan ulang pada
beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana sebagai dampak
diberlakukannya pembatasan kerja sesuai dengan protocol Covid-19. Selain itu
perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak instansi lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan

Perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan anggaran
khususnya untuk kegiatan kebersihan agar pada saat perencanaan kegiatan
dapat diprioritaskan untuk sarana & prasarana kebersihan.

Memanfaatkan secara maksimal pengoperasian sarana dan prasarana
penanganan sampah berupa dump truk, arm rol, TPS 3R, Bank-bank sampah
dan petugas lapangan.

Harapannya pada perubahan APBD tahun 2021 dapat disetujui usulan
penambahan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pemeliharaan
serta operasional penanganan sampah melalui dana APBD Kabupaten Banjar.
Penambahan anggaran untuk menambah luasan RTH public di Kabupaten

Banjar, baik dengan pengadaan tanah maupun sarana dan prasarana RTH.
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Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan IV tahun 2021

Realisasi Kinerja Pada Triwulan o o Tinqkat _Capaian T
. . . ) Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja . o
No | Sasaran Program / Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun berjalan yang S AR Realiee! IR R T
(Output) dievaluasi (2021) I m v Perangkat Daerah yang Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d
P dievaluasi (2021) PD Tahun 2021 Tahun 2021 (%)
(%)
8 9 10 1 12 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Terpenuhinya layanan
DAERAH administrasi perkantoran 100% Persen 9.215.562.637 25% | 1.845.395.532 | 25% | 2.389.792.879 | 25% 2.300.063.802 25% 2103.223.776 100% 8.638.475.989 | 100,00 | 93,74 | 100% | 8.638.475.989
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, T T
oI R Ll Kouangan dan Gapaian 7 Lap 2 774000 | 2 504500 | 3 7,00 12701700 | 100,00 | 99,83 | 700 | 12701700
Perangkat Kineria ) 12.723.500 ’ ’ 1.570.200 9.763.000 ’ R ’ ’ ’ R
Daerah )
Penyusunan Dokumen Terpenuhinya layanan
Perencanaan Perangkat Daerah | administrasi perkantoran 7 Lap. 12723500 | 2 774000 | 2 594500 8 1.570.200 9.763.000 7.00 12701.700 | 10000 | 9983 | 700 12.701.700
T eran oy e LA e e 12 Bulan 3 | 1718730778 | 3 3 3 1200 | 7.672.545.664 | 100,00 | 9374 | 12,00 | 7.672.545.664
Perangkat Daerah keuangan perkantoran 8.185.160.017 T 2.206.517.681 2.053.960.719 1.693.327.486 ’ e ’ ’ ’ R
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Penyedia Gaji dan Tunjangan

terbayarnya gaji dan tunjangan

ASN ASN 12 bulan 6.844.183.017 1.544.559.300 1763.589.314 1759.296.808 1.382.754.262 12,00 6.450.199.704 | 100,00 | 94,24 | 12,00 | 6.450.199.704
Penyediaan Administrasi terse'dli anya pend'ukung
Pelaksanaan Tugas ASN :gx:rlﬁct)r;s;/tekms 12 bulan 1.325.420.000 174.180.478 441,453 367 292.313.891 208.841.224 12,00 1.206.788.960 | 100,00 91,05 12,00 1.206.788.960
Koordinasi dan Penyusunan

! tersusunnya laporan keuangan
Iée}l(p;)[r)an Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 1 Dok 8.479.300 0 0 0 8.479.300 1,00 8.479.300 | 100,00 | 100,00 1,00 8.479.300
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan tersusunnya laporan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | bulanan/triwulanan/semesteran 18 Lap. 7.077.700 0 1.475.000 2.350.000 3.252.700 18,00 7.077.700 | 100,00 | 100,00 18,00 7.077.700
SKPD
Administrasi Umum Tersedianya administrasi
Perangkat Daerah umum perkantoran e Bulan | 566 740.400 S 106.514.942 145.434.250 247776791 | 1200 SENLEHE | G el A Sl
Penyediaan Komponen Instalasi | tersedianya komponen
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan 9 jenis 17.876.200 4.452.400 2913.000 6.629.300 3.881.500 9 17.876.200 | 100,00 | 100,00 9,00 17.876.200

Kantor

bangunan kantor
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Penyediaan Peralatan dan

Tersedianya peralatan dan

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 8 jenis 49.558.200 0 12.590.000 34.036.500 - 8,00 46626.500 | 100,00 | 94,08 8,00 46.626.500
Penyelenggaraan Rapat -

S . terlaksananya rapat koordinasi
g;%rgma& dan Konsultasi dan konsultasi SKPD 12 bulan 499.306.000 56.310.000 91.011.942 104.768.450 243.895.291 12,00 495.985.683 | 100,00 | 99,34 12,00 495.985.683
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya jasa penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah | urusan pemerintah daerah i Bulan | 69 252720 S 55.176.156 60.664.660 se955.877 | 1200 e el B I

) _— Jumlah jenis jasa komunikasi,

Penyediaan Jasa Komunikasi, ) .
Sumber Daya Air dan Listrik ﬁ:trrrifer daya air dan 4 rekening 166.801.720 25.647.812 30350056 32973160 31453877 4,00 119.724.905 | 100,00 | 71,78 4,00 119.724.905
Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah jenis penyediaan jasa | g jenis 14.505.400 8,00 95225000 | 10000 | 9976 | 800 |  95.225.000
Umum Kantor pelayanan umum kantor 95.451.000 R 24.826.100 28.391.500 27.502.000 ’ o ' ’ ’ o
Pemeliharaan _Barang Milik Tersedian_y_a pemeliharaan
Daerah Penunjang barang milik daerah 12 Bulan 188.686.000 24.966.142 20.989.600 38.433.973 93.400.622 12,00 177.790.337 | 100,00 94,23 12,00 177.790.337

UrusanPemerintahan Daerah

perkantoran
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah kendaraan perorangan

Kendaraan Perorangan Dinas | Groca@udnas ! unit 40990000 | 13.109.762 12.158.056 7.086.196 6.548.000 1,00 38902014 | 10000 | 9491\ 100 | 38902014
atau Kendaraan Dinas Jabatan J yang ter
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Jumlah kendaraan dinas .
Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan 8 unit 81236000 | 2 10471380 ) 2 7a15u | 4| 2n231777 stasez2 | o0 76979.323 | 10000 |\ 9476 | 800 |  76979.323
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin .
Mesin Lainnya lainnya yang terpelihara 2 unit 18440000 | ° 1385000 | 1 1410000 | % | 4110000 | ' | 10220000 | 2800 17.125000 | 100,00 | 9287 | 2800 | 17.125.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan
ngung Kantor dan Bangunan banggnan lainnya yang 1 unit 48.020 000 0 0 0 0 0 1 44.784.000 1,00 44.784.000 | 100,00 | 93,26 1,00 44.784.000
Lainnya terpelihara

Presentase perusahaan yang
PROGRAM PERENCANAAN o o o o o o o 0
LINGKUNGAN HIDUP memiliki dokumen 85% Persen 140.314.500 0,0% 6.202.200 | 0,0% 33,0% 117.720.100 52% 12.838.600 85% 136.760.900 | 100,00 | 9747 85% 136.760.900

lingkungan
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Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan

Jumlah Dokumen/Laporan

Hidup :.;:\sgl:(:unl?an Hidup yang 3 Dok 140314500 0 6.202.200 0 1 117.720.100 2 12.838.600 3,00 136.760.900 | 100,00 | 9747 3,00 136.760.900
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan inolanaon llj-lein/LzF:noran 3 Dok 0 6202200 | 0 o 1 2 3,00 136760900 | 10000 | 9747 | 300 |  136.760.900
RPPLH Kabupaten/Kota tersgusw? pyang 140.314.500 e0e 117.720.100 12.838.600 : Ehas : : : s
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP Rata-rata indeks 5,55
pencemaran air P 1310465400 | > | 11868000 | 555 | 509547740 | 595 | 381.657.470 392478430 | O L i LB A
Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Rata-rata indeks q
Lingkungan pencemaran air 5,55 poin 1.141.790.200 5,55 11.868.000 | 5,55 229.547.740 5,55 381.657.170 5,55 392.478.130 5,55 1.015.551.040 | 100,00 | 88,94 5,55 | 1.015.551.040
Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku Usaha Yang
Telah dilakukan
Pembinaan Dan Pemantauan 20 perusahaan 2 18 20,00 100,00 20,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sumber Emisi Udara Di
Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Industri
Pencemaran Lingkungan Hidup 145.429.800 1.568.000 45.913.570 58.327.630 105.809.200 72,76 105.809.200
Dilaksanakan terhadap Media T
i Jumlah Pelaku Usaha Yang
Tanah, Air, Udara, dan Laut .
Telah dilakukan
Pembinaan Dan Pemantauan 40 perusahaan 7 9 1" 8 35,00 87,50 35,00

Sumber Pencemar Air
Di Lingkungan Industri
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Jumlah Perusahaan yang
mengikuti Sosialisasi Dan

Bimbingan Teknis Kewajiban 100 | perusahaan 40 60 100,00 100,00 100,00
Pembuatan Laporan
zin Lingkungan
Jumlah Perusahaan Yang
Terlayani oleh
KiinikPengendalian 40 perusahaan 7 5 5 18 35,00 87,50 35,00
Pencemaran
Jumlah titik pantau air sungai 95 titik pantau 34 10.300.000 20 227.775.335 26 70.279.200 15 21.275.000 | 95,00 100,00 95,00
845.123.500 759.340.035 89,85 759.340.035
Jumlah titik pantau udara 12 titik pantau 0 4 4 220.810.500 4 208.900.000 12,00 100,00 12,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Jumlah dokumen pengamatan
Emisi / penghitungan 1 Dok 0 0 0 0 1 1,00 66.400.000 100 | 99,36 1,00 66.400.000
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Dampak GRK 66.825.000 66.400.000
Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium Jumiah Dokumen Mutu
Lingkungan Hidup Laboratorium 1 Dok 84.411.900 0 00 1772.405 1 44.653.900 37 575.500 1,00 84.001.805 | 100,00 | 99,51 1,00 84.001.805
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Rata-rata indeks 5,55 .
Lingkungan Hidup pencemaran air P poin | 468374900 | O e . 555 | g5788400 | ¥% | 67503000 | % e LN U R e
Kabupaten/Kota
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Jumlah Komunitas yang

; 6 Komunitas 0 2 2 2 6,00 100,00 6,00

terbentuk sebagai agen
Pemberian Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup 168.374.900 0 0 85.788.400 67.593.000 163.381.400 91,10 163.381.400
pada Masyarakat

Jumlah Perusahaan yang

mendapat pendampingan 1 Aplikasi 0 1 1,00 100,00 1,00

dalam implementasi Konsep

Produksi Bersih
PROGRAM PENGELOLAAN
ﬁEﬁ_‘?F&ESE_ﬁMAN Persentase Ketersediaan

H 0, 0, 0, 0, 0,
(0 ) R_uangTerbuka Hijau 2,05% Persen 4.669.101.108 1% 564.000.660 | 1% 1.108.331.368 1.833.143.952 985.925.416 2% 4.491.401.396 | 97,56 | 96,19 2% | 4.491.401.396

DiPerkotaan
Pengelolaan Keankaragaman | Fereiiiet Flritertit 2% | Persen 1% | 564.000.660 | 1% 2% 4.491.401.396 | 100,00 | 9619 | 2% | 4.491401.396
Hayati Kabupaten/Kota Perko%aan / ? 4.669.101.108 ? R ° | 1.108.331.368 1.833.143.952 985.925.416 ’ R ’ ? ? U
Pengelolaan Taman Jumlah Lokasi Lahan Taman
Keanekaragaman Hayati di Luar Kehati 1 lokasi 69.027.008 0 1 65.670.000 1,00 65.670.000 | 100,00 | 95,14 1,00 65.670.000
Kawasan Hutan
Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah Lokasi RTH yang .
Hijau (RTH) dipelihara 30 lokasi | 445363700 | 4 | 964000660\ 51 yoseei77es | 4 | 1833443952 | 17 | 831050216 | 000 | 4284821596 | 10000 | 96,11 | 3000 | 4.284.821.596
Pengelolaan Taman Jumlah Lokasi Penghijauan di
Keanekaragaman Hayati Perkotaan dan 70 lokasi 122.844 500 17 0 17 51.713.600 18 18 70.330.300 70,00 122.043.900 | 100,00 99,35 70,00 122.043.900

Lainnya

Pedesaan
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Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM dalam

Jumlah Kawasan Kampung

Pengelolaan Keanekaragaman Hijau ! kampung 18.865.900 0 0 ! 18.865.900 1.00 18.865.900 | 100,00 | 100,00 1.00 18.865.900
Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha
iliki i71 0, 0, 0, 0, 0, 0,

gz:g ;T;:\;:leli r:;)na - 50% Persen 218.178.400 20% 26.914.320 | 10% 45.970.520 73.590.900 20% 53.048.880 50% 200.424.620 | 100,00 | 91,86 50% 200.424.620
Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Tercapainya pelaku usaha Pelaku

{?nn]gb gegyhkl izin TPS 35 usaha 218.178.400 11 26.914.320 8 45.970.520 73.590.900 53.048.880 19,00 200.424.620 | 54,29 | 91,86 | 19,00 200.424.620
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Penyimpanan Sementara
é'i?t*é?nh feﬁa[;liiia.@iﬁ.”n?f 181 | Jumlh pelaku usaha yang pelaku

mengajukan izin TPS 35 usaha 19.683.400 1 0 8 4.780.100 4719300 0 10.123.200 19,00 19.622.600 | 54,29 | 99,69 19,00 19.622.600

Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Limbah B3
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Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan
Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Jumlah pelaku usaha yang

. L pelaku

Eﬁ]lgaz:{ué(gn izin TPS 35 coha 18,495,000 11 26914320 | 8 41190420 0 66,571,600 0 43,895,680 19,00 180.802.020 | 54,29 | 91,09 | 19,00 180.802.020
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN Persentase Data base . , , \ , .
PENGELOLAAN T?;Ta‘: I;mgkungan yang 30% Persen 114.684.900 10% 0| 15% 20.411.500 18.499.100 % 28.374.800 32% 67.285.400 106,7 | 58,67 32% 67.285.400
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) g Lpeate
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin .
Lingkungan dan lzin PPLH Pe'a".ltfkl.’ls)a';(a’ Kegiatan yang
diterbitkan e oKumen 140 e 48 0| 60 23 18 149,00 67.285.400 | 106,43 | 58,67 | 149,00 67.285.400
oleh Pemerintah Daerah Lingkungan Usaha 114.684.900 20.411.500 18.499.100 28.374.800 J e89: o J J e89:
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan
322/ :;Vﬁlz'%aggﬂ;“”gkunga” ﬂJumLar}}f el'ai;u iiki | 140 | dok 48 0| 60 23 18 149,00 32.572.200 | 106,43 | 46,04 | 149,00 32.572.200

saha/riegiatan yang memiliki okumen 70.753.700 12.711.500 7.299.100 12.561.600 ' ofe. ; ' ' e

Dokumen Lingkungan
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Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
Hidup, Izin PPLH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan yang

diawasi 45 perusahaan 19.838.400 0 0| 25 7.700.000 12 7.000.000 8 4.382.400 45,00 19.082.400 | 100,00 | 96,19 | 45,00 19.082.400
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan dan Penerapan Jumlah Perusahaan yang
g;ﬂ(jl Upaya dan Rencana diawasi 45 perusahaan 24.092.800 0 0 2 1 4.200.000 1" 11.430.800 14,00 15.630.800 | 31,11 64,88 | 14,00 15.630.800
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
DANPENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT Persentase kepala keluarga s 5 5 5 5 5 "
yang peduli lingkungan 60% 198.890.800 15% 4.000.000 | 15% 29.426.000 15% 37.765.800 15% 97.356.800 60% 168.548.600 | 100,00 | 84,74 60% 168.548.600
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk
#ﬁ:gz:?a B I Meningkatnya Pengetahuan
Daerah Kabupaten/Kota M_asyarakat ak_an Peraturan 300 Peserta 198.890.800 0 4.000.000 0 29.426.000 100 37.765.800 200 97.356.800 300,00 168.548.600 | 100,00 | 84,74 | 300,00 168.548.600
Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan -
Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 81.683.900 0 0 0 0 100 2954000 200 63.513.800 300,00 66.467.800 | 100,00 | 81,37 | 300,00 66.467.800
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Pendampingan Gerakan Peduli

Jumlah Kajian Teknis yang
terbentuk dalam upaya
pengendalian kerusakan

Lingkungan Hicp ingkungan hidup d 30 | perusahaan | .2 o0c o0 4 4000000 | 6 29,426,000 16 ssi1s00 | 4 33843000 30,00 102.080.800 | 100,00 | 87,09 | 30,00 |  102.080.800
Kabupaten Banjar
Persentase pelayanan
PROGRAM PENANGANAN pengaduan pencemaran dan
PENGADUAN LINGKUNGAN | kerusakan lingkungan dan 75% 15% 8.865.100 | 15% | 3.600.000 5% 3% 38% 54.483.500 | 5067 | 97,16 | 38% 54.483.500
HIDUP kesus sengketa lingkungan 56.077.500 18.129.500 23.888.900
yang terselesaikan
Penyelesaian Pengaduan e
Masyarakat di Bidang d peiay d
SenEcunpancan Forusakan Ingkungan dan | 75% | P 15% 8.865.100 | 15% 5% 3% 38% 54483500 | 5067 | 9716 | 38% 54.483.500
Pengelolaan Lingkungan erusakan fingkungan dan o ersen 56.077.500 o 099, ° | 3.600.000 ° | 18.129.500 ° | 23.888.900 ° 499 , ' ° 499
Hidup (PPLH) kasus sengketa lingkungan
Kabupaten/Kota yang terselesaikan
BZZ"Z'?J?:FJ&Z%?’“SBLH ;:mclzz“gfggﬂrj‘aﬁemsaka” 20 kasus 3 6.572.300 | 4 2 1 10,00 25561500 | 5000 | 94,30 | 10,00 25.561.500
y P lingkungan hidup dapat 27.107.500 e 7.364.000 11.625.200 : ol : : : ot

Kabupaten/Kota

terlayani dengan baik
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Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa,

Jumlah Kasus sengketa

dgn/atau Penyidikaq Iingkungqn hidup dapat 20 kasus 98.970.000 2 2.292.800 3.600.000 1 10.765.500 7 12263700 10,00 28.922.000 | 50,00 | 99,83 10,00 28.922.000

Lingkungan Hidup di Luar terselesaikan

Pengadilan atau melalui

Pengadilan

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengurangan 0 0 0 0 0 0

PERSAMPAHAN sampah 24% Persen 19.243.159.700 10% | 2.519.163.551 | 5% 4.082.470.867 4.256.959.521 9% 7.513.629.229 24% 18.372.223.168 | 100,00 | 9547 24% | 18.372.223.168
persentase timbulan sampah 0 o 0 0 0 o g

Pengelolaan Sampah yang tertangani 74% Persen 19.243.159.700 20% | 2.519.163.551 | 20% 4.082.470.867 20% 4.256.959.521 14% 7.513.629.229 4% 18.372.223.168 | 100,00 | 9547 74% | 18.372.223.168

Penyuslunan Kebijakan dan Jumlah Dokumen Status

Strategi Daerah Pengelolaan Kepuasan Masyarakat 1 Dok 24 952 800 0 10.200.000 0 0 4504 600 1 9.365.300 1,00 24.089.900 | 100,00 | 99,33 1,00 24.089.900

Sampah Kabupaten/Kota

Penanganan Sampah dengan

melakukan Pemilahan,

EgEgggﬁ::]andaieggxggfanﬁ Jumlah Sarana dan Prasarana | g unit 19 | 2314600951 | 21 21 24 | 3014567020 | 8500 |  12.101.333.471 | 100,00 | 9717 | 8500 | 12.101.333.171

Akhi?Sampéh di yang terpelihara 12.453.784.000 T 3.940.774.667 2.831.390.533 ’ B ' ’ ’ B

TPA/TPST/SPA

Kabupaten/Kota
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Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan

Jumlah Kelompok/Komunitas
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan

40 komunitas 10 1 26,00 65,00 26,00
184.843.500 88.610.000 4.046.700 83.270.000 8.614.800 184.541.500 99,84 184.541.500
Jumlah penilaian adipura
3 kali 0 0,00 0,00 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penanganan Sampah 14 paket 9713.279 400 105.752.600 1 137 649.500 767.314.388 5 1.471.980.109 14,00 2.482.696.597 | 100,00 | 91,50 14,00 | 2.482.696.597
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana | ¢ unit 3 600 | 3579562000 | 100,00 | 9257 | 600 | 3.579.562.000
Penanganan Sampah 3.867.000.000 570.460.000 3.009.102.000 ' R ’ ! ' R
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PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengurangan 0 0 0
PERSAMPAHAN sampah 24% Persen 550.000.000 6% 115.815.325 | 6% 160.103.433 6% 129.063.894 6% 89.712.896 24% 494.695.548 | 100,00 | 89,94 24% 494.695.548
FEREFNTINGT0MG || PEEAED A MINGEEN | gy | oy 6% | 115815325 | 6% 6% 6% 24% 494695548 | 10000 | 89,94 | 24% |  494.695.548
Limbah - BLUD Intan Hijau yang tertangani 550.000.000 D 160.103.433 129.063.894 89.712.896 DA ’ ’ D
Pengurangan Sampah dengan
melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali Tetiak o onal
erlaksananya Operasiona
BLUD 1 Tahun 550.000.000 0 115.815.325 160.103.433 129 063.894 1 89712.896 1,00 494.695.548 | 100,00 | 89,94 1,00 494.695.548
Rata-rata capaian kinerja (%) | 90,80 92,24 90,80 | 92,24
Predikat Kinerja ST ST ST ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun berikutnya :
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati No.13 Tahun 2016 pasal 12 (4) disebutkan bahwa
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penaatan dan peningkatan
kapasitas serta pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah B3. Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didalam menyelenggarakan tugas pokoknya
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2016 mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
penaatan lingkungan ;
c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
lingkungan hidup ;
d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang
konservasi dan pengelolaan sumber daya alam ;

e. Pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;

—h

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;

. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;

o «Q

. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional
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2.2.1.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

DINA § LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT
FUNG SIONAL | |
SUB BAG UMUM &
SUB BAG PERENCANAAN SUB BAG KEUANGAN .
[ [ [ ]
BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PENGENDALIAN BIDANG PENAATAN DAN
BIDANG TATA LINGKUNGAN SAMPAH, PERTAMANAN DAN PENCEMARAN DAN KERUS AKAN PENINGKATAN KAPASTTAS
LIMBAH LINGUNGAN LINGKLNGAN
SEG PENANGANAN DAN SEKST PENGADLAN DAN
SEXGIDATA DAN INFORMAST Sl o Lo SEKST PEMANT AUAN LINGKUNGAN D PO,
SEKST PERT AMANAN, RTH DAN FENGENDALIAN PENCEMARAN SEXST PENEGAKAN HUKUM
SBGT KANAN DAMPAKLINGUNGAN KEBERSTHAN LINGKLNGAN LINGAUNGAN LINGANGAN
SEST KONGERVAST SUMEER DAYA ALAM SEKST FENGR.OLAAN SAMPAH B3 SECST PENGENDAL IAN KERUS AKAN SEXST PENINGKATAN KAPASIT AS
DAN LINGKUNGAN HDUP DANLIMBAH E3 LINGQUNGAN LINGKLNGAN HIDLP
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2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten banjar

diamanatkan bahwa:

Uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan rincian

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan,

pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang tata lingkungan,

bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan

kapasitas lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan
sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas
lingkungan;

perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan tata lingkungan, bidang
pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatandan peningkatan

kapasitas lingkungan;

C. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas

. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan

operasional kegiatan Dinas;

. pengawasan dan pengendalian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan

sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas
lingkungan;

penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan

Dinas;

. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tata lingkungan,

bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan;

. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan

sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas
lingkungan;

Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan
pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
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j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan
Dinas

k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah

. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan keuangan, umum
dan kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
dilingkungan Dinas ;

b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah
tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian
dilingkungan Dinas; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas

yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang data dan informasi, kajian
dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. pengkoordinasian kegiatan dibidang data dan informasi, kajian dampak
lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang data dan informasi,
kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data dan informasi,
kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

e. penyelenggaraan teknis urusan data dan informasi, kajian dampak lingkungan
serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah

Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur

dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan

perumusan bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah.
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah,

Pertamanan dan Limbah mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kerja dan program dibidang penanganan dan
pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan
serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

pengkoordinasian kegiatan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah,
bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan
sampah, B3 dan limbah B3;

perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penanganan dan
pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan

serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

. penyelenggaraan teknis urusan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang

pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah,
B3 dan limbah B3;

. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan penanganan dan

pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan
serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan,

dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian,

pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja dan program dibidang pemantauan lingkungan,
pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan
lingkungan;

pengkoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran
lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;

perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pemantauan
lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian
kerusakan lingkungan;

. penyelenggaraan teknis urusan pemantauan lingkungan, pengendalian

pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;

. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan

lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian
kerusakan lingkungan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas

dan fungsinya.
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6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan

mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian,

pengaturan dan perumusan bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penaatandan Peningkatan

Kapasitas Lingkunganmempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengaduan dan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan
kapasitas lingkungan hidup;

pengkoordinasian kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup, penegakanhukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengaduan dan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan,
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

penyelenggaraan teknis urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas
lingkungan hidup;

penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pengaduan dan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan,
peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup
dengan memperhatikan Analisis permasalahan yang dihadapi dalam
meningkatkan kinerja yang secara umum dipengaruhi oleh factor — factor
internal didapatkan isu — isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Adapun isu — isu tersebut adalah :
a. Terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang
lingkungan
Tidak adanya pejabat penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup
Kurangnya Sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara
Rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan

Sulitnya mengubah budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah

-~ ® o 0o T

Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam pengendalian
Lingkungan Hidup
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Tabel 2.2 Review Terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup

Presentase
perusahaan yang
memiliki dokumen

. PROGRAM Presentase perusahaan yang
PR L EDCANAAN | lingkungan 85% 101.002.000 | PERENCANAAN memiliki dokumen 85% 140.314.500
T LINGKUNGAN HIDUP lingkungan
Rencana Perlindungan dan Jumlah R Serfie
Pengelolaan Lingkungan Dokumen/Laporan d::%aennze%;gnungan Jymlah Dokun_1en/Laporan
Hidup Lingkungan Hidup 3 Dok 191 902.000 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang 3 Dok 140.314.500
(RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun D (RPPLH) Kabupaten/Kota tersusun
Pengendalian Pelaksanaan ‘IJD%TLIJ?Een/Laporan Pengendalian Jumlah Dokumen/Laporan
RPPLH Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup 3 Dok 191,902,000 E?gtﬁaﬂiit aten/Kota {‘;?Sllf:unr?an Hidup yang 3 Dok 140.314.500
yang tersusun P
PROGRAM PENGENDALIAN PROGRAM
PENCEMARAN DAN/ATAU PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN Rata-rata indeks PENCEMARAN Rata-rata indeks pencemaran
HIDUP g DAN/ATAU .
pencemaran air e (17 2,099,315,000 air SneD 17 1,425,482,200
KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP
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Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan

Rata-rata indeks

Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan

Rata-rata indeks pencemaran

Lingkungan pencemaran air 5.8 poin 1,807,504,400 hi_r&gku&lggn ten/Kot air 28 pom 1,257,107,300
Hidup Kabupaten/Kota Idup rabupaten/kota
Jumlah Pelaku
U.saha Yang Telah Jumlah Pelaku Usaha Yang
dilakukan .
. Telah dilakukan
Pembinaan Dan . perusah
20 perusahaan Pembinaan Dan Pemantauan 20
Pemantauan g ) aan
Sumber Emisi Udara S.umber Emisi Uda(a Di
Di Lingkungan Industri
Lingkungan Industri
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Pelaku Pelaksanaan Pencegahan
Pelaksanaan Pencegahan Usaha Yang Telah Pencemaran Lingkungan
Pencemaran Lingkungan Hidup | dilakukan Hidup Jumlah Pelaku Usaha Yang
Dilaksanakan terhadap Media Pembinaan Dan 1,648,780,800 Dilaksanakan terhadap Telah dilakukan orusah 1,101,717,400
Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemantauan 40 perusahaan Media Pembinaan Dan Pemantauan 40 P
Sumber Pencemar Tanah, Air, Udara, dan Sumber Pencemar Air aan
Air Laut Di Lingkungan Industri
Di Lingkungan
Industri
Jumlah Perusahaan
yang mengikuti Jumlah Perusahaan yang
Sosialisasi Dan mengikuti Sosialisasi Dan erusah
Bimbingan Teknis 100 perusahaan Bimbingan Teknis Kewajiban 100 P aan

Kewajiban
Pembuatan Laporan
Izin Lingkungan
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Jumlah Perusahaan
Yang Terlayani oleh

Jumlah Perusahaan Yang

Klinik 40 perusahaan Terlayani oleh Klinik 40 pe;::rs]ah

Pengendalian Pengendalian Pencemaran

Pencemaran

Jymlah t|t_|k pantau 95 titik pantau Jumlah titik pantau air sungai 95 ttik

air sungai pantau

Jumiah titik pantau 12 titik pantau Jumlah titik pantau udara 12 titik

udara pantau

Koordinasi, Sinkronisasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah dokumen dan
Pelaksanaan Pengendalian pengamatan / Pelaksanaan Jumlah dokumen pengamatan /
Emisi - 1 Dok Pengendalian Emisi penghitungan 1 Dok
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan pDer]T?hlafIL(J rgs& 70,158,700 Gas Rumah Kaca, Mitigasi | Dampak GRK 66,825,000
Adaptasi Perubahan Iklim P dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Laboratorium
. . Jumlah Dokumen . - Jumlah Dokumen Mutu

Lingkungan Hidup - 1 Dok Lingkungan Hidup . 1 Dok
Kabupaten/Kota Mutu Laboratorium 88,564,900 | | oplinaten/Kota Laboratorium 88,564,900
Penanggulangan Pencemaran Penanggulangan
dan/atau Rata-rata indeks 555 |p oin Pencemaran dan/atau Rata-rata indeks pencemaran 555 |p oin
KerusakanLingkungan Hidup pencemaran air ’ P 291,810,600 KerusakanLingkungan air ’ P 168,374,900

Kabupaten/Kota
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Jumlah Komunitas

yang terbentuk 6 Komunitas Jumlah Komunitas yang 6 Komunit
: terbentuk sebagai agen as
sebagai agen
Pemberian Informasi
Pemberian Informasi Peringatan Peringatan
Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan 291,810,600 Kerusakan Lingkungan 168,374,900
pada Masyarakat yang mendapat Hidup Jumlah Perusahaan yang
i ada Masyarakat i
pendar_nplngan _ 1 Aplikasi p Y menda_pat pendamp_lngan 1 Aplikasi
dalam implementasi dalam implementasi Konsep
Konsep Produksi Produksi Bersih
Bersih
PROGRAM PENGELOLAAN EE—— PROGRAM
KEANEKARAGAMAN HAYATI Ketersediaan PENGELOLAAN Persentase Ketersediaan
(KEHATI) @ KEANEKARAGAMAN - p o
RHang '_I'erbuka 2,05% 4.909,385,800 | HAYATI Ruang Terbuka Hijau Di 2,05% 4.671,126,108
Hijau Di Perkotaan
(KEHATI)
Perkotaan
Pengelolaan Keanekaragaman Egz?:égisaean SRR PRISENEER [EIRrEEe [Er
- 2% Persen Keanekaragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Di 2% Persen
Hayati Kabupaten/Kota RHang Terbuka 4,909,385,800 Kabupaten/Kota Perkotaan 4,671,126,108
Hijau Di Perkotaan
Pengelolaan Taman
Pengelolaan Taman . . .
- Jumlah Lokasi . Keanekaragaman Hayati di | Jumlah Lokasi Lahan Taman .
Keanekaragaman Hayati diLuar | | ;o5 Taman Kehati ! lokasi 86,100,000 | Luar Kehati ! lokasi 69,027,008

Kawasan Hutan

Kawasan Hutan
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Pengelolaan Ruang Terbuka

Jumlah Lokasi RTH

Pengelolaan Ruang

Jumlah Lokasi RTH yang

- N 30 lokasi Terbuka oo 30 lokasi
Hijau (RTH) yang dipelihara 4,613,547,800 Hijau (RTH) dipelihara 4,460,388,700
Pengelolaan Taman Jumlah. Loka5|. Pengelolaan Taman Jumlah Lokasi Penghijauan di
Keanekaragaman Hayati Penghijauan di 70 lokasi Keanekaragaman Hayati Perkotaan dan 70 lokasi
Lainnva Perkotaan dan 181,348,000 Lainnva Pedesaan 122,844,500
Y Pedesaan Y
Pengembangan Kapasitas
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Kelembagaan dan SDM dalam Jumlah Kawasan 1 kamoun dalam Jumlah Kawasan Kampung 1 kampun
Pengelolaan Keanekaragaman Kampung Hijau pung 28,390,000 Pengelolaan Hijau g 18,865,900
Hayati Keanekaragaman
Hayati

PROGRAM PENGENDALIAN PROGRAM
BAHAN BERBAHAYA DAN PENGENDALIAN BAHAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN Persentase pelaku BERACUN (B3) DAN
BERACUN (LIMBAH B3) usahell?(/ang 0 LIMBAH BAHAN Persentasel p|>(elaku usaha 0

memiliki izin 50% BERBAHAYA DAN yang memiliki izin 50%

pengelolaan AEEl LA BERACUN (LIMBAH B3) pengelolaan limbah B3 e A

limbah B3
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Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Tercapainya pelaku

Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Tercapainya pelaku usaha

usaha yang Pelaku s e Pelaku
menmiliki izin TPS 35 usaha 253,491,400 Sy Tleg’?"“k' i S 35 usaha | 218,178,400
Limbah B3 imba
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Fasilitasi Pemenuhan
Izin Penyimpanan Sementara Komitmen
Limbah B3 Dilaksanakan melalui Izin Penyimpanan
Sistem Pelayanan Perizinan Jumlah pelaku Sementara
Berusaha Terintegrasi secara usaha yang pelaku Limbah B3 Dilaksanakan Jumlah pelaku usaha yang pelaku
Elektronik mengajukan izin 35 usaha 36.183.400 melalui mengajukan izin TPS 35 usaha 19 683.400
TPS L Sistem Pelayanan Limbah B3 L
Limbah B3 Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara
Elektronik
Verifikasi Lapangan untuk Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan Jumlah pelaku Persyaratan Administrasi
Teknis Penyimpanan Sementara | usaha yang lak dan Jumlah pelaku usaha yang lak
€ . . pelaku . . ; e pelaku
Limbah B3 mengajukan izin 35 usaha 217 308.000 Teknis Penyimpanan mengajukan izin TPS 35 usaha 198.495.000
TPS ’ ’ Sementara Limbah B3 ’ ’
Limbah B3 Limbah B3
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PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAPIZIN LINGKUNGAN
DAN IZIN PERLINDUNGAN
DANPENGELOLAAN

Persentase Data
base Informasi

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAPIZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN

Persentase Data base

. 30% Informasi Lingkungan 30%

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Lingkungan ’ 241,291,300 | DANPENGELOLAAN yang\,a“d,upgate g ° 114,684,900

yangValid/update LINGKUNGAN HIDUP

(PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha/ Pembinaan dan Pelaku Usaha/ Kegiatan yang
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Pengawasan Terhadap memiliki Dokumen
Kegiatan yang Izin memiliki Dokumen Usaha dan/atau Lingkungan
L!ngkl_mgan dan lIzin PPLH Lingkungan i Pelaku K_egiatan yang Izin_ o Pelaku
diterbitkan Usaha 241,291,300 | Lingkungan dan Izin Usaha 114,684,900
oleh Pemerintah Daerah PPLH diterbitkan
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan | Jumlah Pelaku Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan
dan Kewajiban Izin Lingkungan Usaha/Kegiatan Ketentuan yang memiliki
dan/atau lzin PPLH yang memiliki dan Kewajiban Izin Dokumen Lingkungan dokume

Dokumen 140 dokumen Lingkungan 140

Lingkungan 84,398,800 dan/atau Izin PPLH n 70,753,700
Pengawasan Usaha dan/atau Jumlah Perusahaan Pengawasan Usaha Jumlah Perusahaan yang
Kegiatan yang lzin Lingkungan yang diawasi dan/atau diawasi
Hidup, Izin PPLH yang Kegiatan yang Izin
Diterbitkan oleh Pemerintah Lingkungan perusah
Daerah Kabupaten/Kota 45 | perusahaan |\ 26220000 | Hidup, Izin PPLH yang 45 aan 19,838,400

Diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
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Koordinasi dan Sinkronisasi

Jumlah Perusahaan

Koordinasi dan

Jumlah Perusahaan yang

Pengawasan dan Penerapan yang diawasi Sinkronisasi diawasi
Sanksi Upaya dan Rencana Pengawasan dan perusah
PPLH 45 perusahaan Penerapan 45
86,122,500 Sanksi Upaya dan aan 24,092,800
Rencana
PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM
PENDIDIKAN, PELATIHAN PENINGKATAN
DAN PENYULUHAN Persentase kepa|a PEND'D'KAN,
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK | keluarga yang 60% PELATIHAN DAN Persentase kepala keluarga 60%
MASYARAKAT pedull Iingkungan 475,689,000 PENYULUHAN yang pedull Ilngkungan 234,922,400
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan
Pelatihan, dan Penyuluhan Pendidikan, Pelatihan,
Lingkungan Hidup untuk Meningkatnya dan Penyuluhan
Lembaga Kemasyarakatan Pengetahuan Lingkungan Hidup untuk | Meningkatnya Pengetahuan
Tingkat Masyarakat akan 300 Peserta Lembaga Masyarakat akan Peraturan 300 Peserta
475,689,000 . . ) 234,922,400
Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Kemasyarakatan Tingkat | Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas
Kompetensi Sumber Daya dan
Manusia Bidang Lingkungan Kompetensi Sumber Daya
Hidup untuk Lembaga Jumlah Peserta Manusia Bidang o
Kemasyarakatan Sosialisasi 300 orang 205 704.600 Lingkungan Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 81.683.900
e Hidup untuk Lembaga T
Kemasyarakatan
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Jumlah Kajian

L?Eg':tgs Tj%lam Jumlah Kajian Teknis yang
Pendampingan Gerakan Pedull upaya Pendampingan Gerakan terbentuk dalam upaya perusah
Lingkungan Hidup pengendalian 30 perusahaan 269,984,400 P_eduli . pengendaliar) kerugakan 30 aan 153,238,500
kerusakan e Lingkungan Hidup lingkungan hidup di e
lingkungan hidup di Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
Persentase
pelayanan
pengaduan PROGRAM Persentase pelayanan
PROGRAM PENANGANAN pencemaran dan PENANGANAN pengaduan pencemaran dan
0, i 0,
gkung LINGKUNGAN HIDUP gketalingkung
kasus sengketa yang terselesaikan
lingkungan yang
terselesaikan
Persentase
PElEVEEN Penyelesaian Pengaduan
Penyelesaian Pengaduan pengaduan y reng Persentase pelayanan
Masyarakat di Bidang pencemaran dan g:j%ﬂﬁﬁgtaﬂ'deggang pengaduan pencemaran dan
Perlindungan dan Pengelolaan | kerusakan 75% Persen 143.875.500 Pengelolaan Lingkungan kerusakan lingkungan dan 75% Persen 56,077,500

Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota

lingkungan dan

kasus sengketa

lingkungan yang
terselesaikan

Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota

kasus sengketa lingkungan

yang terselesaikan
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Jumlah pengaduan
Pengelolaan Pengaduan rusaan Vasyarakattermadap | pencemaran dan kerusakan
“Kﬁjszaggﬁ}éizgadap PPLH lingkungan hidup 20 kasus 72,744,200 PPLH lingkungan hidup dapat 20 kasus 27,107,500
P dapat terlayani Kabupaten/Kota terlayani dengan baik
dengan baik
Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi, Jumlah Kasus Penerapan Sanksi
Penyelesaian Sengketa, . Administrasi, Penyelesaian | Jumlah Kasus sengketa
- sengketa lingkungan 5 A
dan/atau Penyidikan ) 20 kasus Sengketa, lingkungan hidup dapat 20 kasus
: 4 . hidup dapat 71,131,300 . . 28,970,000
Lingkungan Hidup di Luar terselesaikan dan/atau Penyidikan terselesaikan
Pengadilan atau melalui Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Pengadilan atau melalui
Pengadilan
Persentase PROGRAM
peRsAmpAtAN. AN | pengurangan D 15 57 @ER T || FoNe SHOLA oo sgrtmase PEngrangan 0 19,258,069,700
sampah D PERSAMPAHAN D
LS persentase timbulan sampah
i 0, 0,
Pengelolaan Sampah timbulan sampgh 74% Persen 16,574.962,700 Pengelolaan Sampah yang tertangani 74% Persen 19,258.069.700
yang tertangani
Penyusunan Kebijakan
Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Dokumen dan Jumlah Dokumen Status
Strategi Daerah Pengelolaan Status Kepuasan 1 Dok 78.879.100 Strategi Daerah Kepuasan Masyarakat 1 Dok 25,752,800
Sampah Kabupaten/Kota Masyarakat Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota

47



Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan,

Jumlah Sarana dan

Penanganan Sampah
dengan

melakukan Pemilahan,
Pengumpulan,

Pengolahan, dan Pemrosesan Prasarana yan 85 unit Pengangkutan, Jumlah Sarana dan Prasarana 85 unit
Akhi? Sampéh di terpeliharay 9 13,808,510,600 | Pengolahan, dan yang terpelihara 12,453,784,000
Pemrosesan
TPAITPST/SPA Akhir Sampah di
Kabupaten/Kota TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Jumlah Peningkatan Peran serta Jumlah Kelompok/Komunitas
Masyarakat dalam Pengelolaan Kelompok/Komunita Masyarakat dalam masyarakat dalam )
Persampahan s masyarakat dalam 40 Komunitas Pengelolaan pengelolaan persampahan 40 komunit
pengelolaan Persampahan as
persampahan 266,509,500 198,253,500
jumlah penilaian ) jumlah penilaian adipura )
adipura 3 kali 3 kali
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Sinkronisasi
persampahan Prasarana 20 aket Prasarana Pongelolaan | Jumiah Savana den Prasarana |y, | oy
p Penanganan P 2,421,063,500 9 Penanganan Sampah P 2,713,279,400
S Persampahan
ampah
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
i ) i i i Persampahan di Jumlah Sarana dan Prasarana 6 unit

TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Penanganan Sampah

3,867,000,000
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Persentase PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengurangan
pengurangan 24% persen PENGELOLAAN 24%
PERSAMPAHAN sampah 550,000,000 PERSAMPAHAN sampah 550,000,000
Pengelolaan Sampah dan Air persentase SEMEEIDEED Selm iEl LE persentase timbulan sampah
. 0 =i i 0
Limbah - BLUD Intan Hijau ;';T:]Z”t'gg :rfgyr’]?h 2ekid (SR 550,000,000 ﬁ;jra'a'mbah BLUDIntan | /o g tertangani 24% | persen | 554 600,000
Pengurangan Sampah dengan Pengurangan Sampah
melakukan Pembatasan, dengan melakukan )
Pendauran Ulang dan Terlaksananya 1 Tahun Pembatasan, Pendauran | Terlaksananya Operasional 1 Tahun
Pemanfaatan Kembali Operasional BLUD 550,000,000 | ulang dan Pemanfaatan BLUD 550,000,000
Kembali
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN ) URUSAN
DAERAH Terpenuhinya PEMERINTAHAN _
KABUPATEN/KOTA layanan 100% DAERAH Terpenuhinya layanan 100%
adn;mlftram 9,331,608,029 | KABUPATEN/KOTA administrasi perkantoran 10,026,035,349
perkantoran
Perencanaan, Penganggaran L) RECHEE, Tersedianya Laporan
dan Evaluasi,Kine?'a %9 ' Laporan Keuangan 7 La FRMTEITGEEED, G Keuan anydan ga aian 7 La
PeranakatDaerah ! dan Capaian P- 45,080,700 Evaluasi Kinerja Kiner'zg P P 18,221,600
9 Kinerja PerangkatDaerah !
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Perencanaan Perangkat .
layanan administrasi 7 Lap Daerah Terpenuhinya layanan 7 Lap
perkantoran ’ 45,080,700 administrasi perkantoran ' 18,221,600
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terpenuhinya

Administrasi Keuangan administrasi 12 bulan Administrasi Keuangan terpenuhinya administrasi 12 bulan
Perangkat Daerah keuangan 8,717,219,029 | Perangkat Daerah keuangan perkantoran 8,677,762,349
perkantoran
Penyedia Gaji dan Tunjangan Penyedia Gaji dan
ASN Tunjangan ASN
terbayarnya gaji dan 12 bulan jand terbayarnya gaji dan tunjangan 12 bulan
tunjangan ASN 7,297,511,249 ASN 7,297,511,249
Penyediaan Administrasi di Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN E)eerrigu:inny; Pelaksanaan Tugas ASN tersedianya pendukung
administrasi/teknis 12 bulan |1 393 641,280 administrasifteknis 12 bulan 14 359 420,000
perkantoran
perkantoran
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan
Laporan Keuangan Akhir Tahun | tersusunnya laporan Penyusunan Laporan
SKPD keuangan akhir 1 Dok Keuangan Akhir Tahun tersusunnya laporan keuangan 1 Dok
8,854,200 SKPD akhir tahun 13,753,400
tahun
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan
Laporan Keuangan tersusunnya laporan Penyusunan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | keuangan 18 La Laporan Keuangan tersusunnya laporan keuangan 18 La
SKPD bulanan/triwulanan/s p- 17,212,300 Bulanan/Triwulanan/Seme | bulanan/triwulanan/semesteran p- 7,077,700
emesteran steran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat ngﬁﬁls??gg umum 12 bulan Administrasi Umum Tersedianya administrasi 12 bulan
Daerah 209,357,100 Perangkat Daerah umum perkantoran 1,126,965,400

perkantoran
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Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

tersedianya
komponen instalasi

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan

tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan 9 jenis 19,096,400 Bangunan Igztnkﬁzr;elr(ir;?grn 9 jenis 17,876,200
bangunan kantor Kantor 9
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor T di latan d
. ersedianya peralatan dan -
peralatan dan 8 Jenis 49,910,700 perlengkapan kantor 8 jenis 59,783,200
perlengkapan kantor
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
terlakgana}nya rapat SKPD terlaksananya rapat koordinasi
koordinasi dan 12 bulan 140,350,000 dan konsultasi SKPD 12 bulan 14 049,306,000
konsultasi SKPD e T
Penyediaan Jasa Penunjang VERSELER 2 FEMECIEE JESE Tersedianya jasa penunjang
: penunjang urusan 12 bulan Penunjang Urusan . 12 bulan
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah 177,666,200 Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 262,252,720
Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah jens jasa Penyediaan Jasa
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, i ienis i ikasi )
g komunikasi, sumber 4 rekening Sumber Daya Air dan Jsuurmzerzr;)s/a{a;?;:r:numkaSL 4 rekenin
daya air dan 166,802,100 Listrik S g 166,801,720
Jay: istri listrik
listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan ) o Penyediaan Jasa
Umum Kantor jumlah jenis Pelayanan _ o o
penyediaan jasa 8 enis Umum Kantor jumlah jenis penyediaan jasa 8 jenis
pelayanan umum ! 10,864,100 pelayanan umum kantor ! 95,451,000

kantor
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Pemeliharaan Barang Milik

Tersedianya
pemeliharaan

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Tersedianya pemeliharaan

Daerah Penunjang Urusan barang milik 12 bulan barang milik daerah 12 bulan
Pemerintahan Daerah daerah ALY Urusar_1 perkantoran ALEUESRIY
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa
Biaya Pemeliharaan dan Pajak ) Pemeliharaan,
Kendaraan Perorangan Dinas jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan dan _
atau Kendaraan Dinas Jabatan perorangan dinas Pajak jumlah kendaraan perorangan
atau dinas 1 unit Kendaraan Perorangan dinas atau dinas 1 unit
jabatan yang 41,835,000 Dinas jabatan yang terpelihara 40,990,000
terpelihara atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Biaya Pemeliharaan,
Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan _ Pajak, dan Jumlah kendaraan dinas _
dinas operasional 8 unit 71,450,000 | Perizinan Kendaraan operasional atau lapangan 8 unit 95,636,000
atau lapangan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Peralatan
danMesin Lainnya j:;nﬁgsp?ﬁrlaalﬁtgna - unit danMesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin 28 it
. y 50,000,000 lainnya yang terpelihara 18,440,000
yang terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah ged Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan umiah gedung Gedung Kantor dan
Lainnya kantor dan . . Bangunan Jumlah gedqng kantor dan .
bangunan lainnya 1 unit 19,000,000 Lainnya bangt_man lainnya yang 1 unit 48,020,000
yang terpelihara
terpelihara

52




BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan identifikasi
permasalahan yang ada atau akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara umum
faktor-faktor internal yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup
antara lain adalah Izin lingkungan, terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi
khusus di bidang lingkungan, sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara, informasi
dan edukasi masyarakat, kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan taman dan
biomassa, jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah, mutasi
pegawai yang sudah terlatih dan kurangnya pejabat penyidik pada DLH Kab. Banjar.
Sedangkan faktor eksternal antara lain terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus
menangani lingkungan hidup, faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan
memicu kebakaran, sulithya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH,
berkurangnya lahan untuk bervegetasi, kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku

usaha dan kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, dimana
kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Adapun visi Kabupaten
Banjar adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, dan Agamis.”

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar maka
tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD jangka menengah yang
mencerminkan pernyataan kondisi yang di inginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas yang harus diselesaikan selama kurun waktu lima tahun.

Untuk merealisasikan misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola
yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan
berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui
rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami untuk
dilaksanakan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek
biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam
kurun waktu lima tahun jangka menengah adalah :

1) Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup
2) Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan

Lingkungan Hidup
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3) Meningkatnya Penanganan atau Pengelolaan Sampah

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2022 secara substansi tidak terlepas dari
motto daerah, untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kab.
Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan
Daerah Banjar dengan tetap dilandasi iman dan tagwa, semangat kekeluargaan dan
kegotong royongan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil
kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala
daerah dalam pembangunan sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih menggambarkan arah pembangunan atau konsidi masa depan daerah yang ingin
dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang yang
diemban. Visi RPIJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa
terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan RPJDP period ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021-2026
sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kebupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, dan Agamis”. Dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi
yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks
pembangunan manusia (IPM) atau Human Development

2. Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang
menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan
dari pihak lain dengan mengoptimalkan potendi daerah.

3. Agamis dapat diartikan sebagai orang beragama, dalam konteks ini adalah
daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan
agama Yyang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berpirlaku
sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan
terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiaran dalam upacara
peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen

terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi Kabupaten Banjar yang
merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya yaitu :

1. Penigkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2. Penigkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan
pembangunan daerah yang berkeadilan.
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Penyelenggaran kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
Penguatan karakter masyarakat yang religious, berakhlak baik dan
berkepribadian luhur, serta menciptkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman,

dan demokratis.
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Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tupoksi SKPD tercantum dalam misi ke

tiga vyaitu : “Pengelolaan Lingkungan Hdiup yang berkelanjutan”.
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Tabel 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi dan Program Kepala

Faktor

No Daerah dan Wakil Kepala Permasalahan Pelayanan SKPD b
Daerah Terpilih Penghambat Pendorong
Misi 3
1 Program Pengelolaan Persampahan - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat di | Terbatasnya sarana dan Prasarana dalam - Permasalahan sampah sudah menjadi Isu Nasional
bidang persampahan melaksanakan sosialisasi persampahan
- Rendahnya tingkat edukasi pengelolaan - Telah diterimanya Penghargaan Adipura
persampahan di lingkungan masyarakat
sekolah
- Telah diterimanya Penghargaan Adiwiyata Kabupaten, Provinsi,
Mandiri, Nasional dan Asean Eco School
2 Program Pembinaan dan Pengawasan - Masih kurangnya Ketaatan Perusahaan Kurangnya kedisiplinan perusahaan terhadap
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidupo pengelolaan lingkungan hidup dalam menjalankan
Perlindngan dan Pengelolaan Lingkungan usahanya
- Masih diperlukan Pejabat Pengawas Yang Terbatasnya Pejabat Pengawas Yang Terdidik Telah tersusunnya dokumen IKPLHD dan laporan periodik sampah
Terdidik dan Terampil dan Terampil
3 Program Pengendalian Pencemaran - Masih banyaknya aktivitas dari perilaku usaha | Kurangnya ketaatan pengelolaan SDA terhadap - Mengikuti sertakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

atau perorangan yang berpotensi mencemari
dan merusak lingkungan

dokumen lingkungan yang sudah dibuat

pendidikan dan pelatihan

- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman
Pelaku Usaha dalam Penyusuna laporan

- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka
penaatan hokum lingkungan

- Masih banyaknya dugaan kasus pencemaran
lingkungan yang harus diselesaiakan
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3.3. KONDISI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dengan Perubahan anggaran APBD 2021 sebagai dampak wabah covid-19

yang terjadi di Kabupaten Banjar berakibat berkurangnya anggaran pada 13 (tiga

belas) Sub Kegiatan, Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada

dinas lingkungan hidup, yaitu:

Tabel 3.2 Kondisi Anggaran Program dan Kegiatan

Pagu
. BERTAMBAH/
NO PROGRAM KEGIATAN Sub Kegiatan (BERKURANG)
Indikatif Perubahan
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 PEMERINTAHAN
DAERAH 10,288,288,069 | 9,215,562,637 | (1,072,725,432)
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja 18,221,600 12,723,500 (5,498,100)
Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 18,221,600 12,723,500 (5,498,100)
Daerah
Administrasi
Keuangan Perangkat 8,677,762,349 | 8,185,160,017 | (492,602,332)
Daerah
Penyedia Gaji dan
Tunjangan ASN 7,297,511,249 6,844,183,017 (453,328,232)
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 1,359,420,000 1,325,420,000 (34,000,000)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 13,753,400 8,479,300 (5,274,100)
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme 7,077,700 7,077,700 -
steran
SKPD
Administrasi Umum
Perangkat Daerah 1,126,965,400 566,740,400 (560,225,000)
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan 17676200 | 17,876,200 :
Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 59,783,200 49,558,200 (10,225,000)
Penyelenggaraan Rapat
ooromastdan Konsullast | 1.049.306,000 | 499,306,000 | (550,000,000)
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan 262,252,720 262,252,720 -
Daerah
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

Sub Kegiatan

Pagu

Indikatif

Perubahan

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

Penyediaan Jasa
Komunikasi,

Sumber Daya Air dan
Listrik

166,801,720

166,801,720

Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

95,451,000

95,451,000

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

203,086,000

188,686,000

(14,400,000)

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan dan
PajakKendaraan
Perorangan Dinasatau
Kendaraan Dinas Jabatan

40,990,000

40,990,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan

Perizinan Kendaraan
Dinas

Operasional atau
Lapangan

95,636,000

81,236,000

(14,400,000)

Pemeliharaan Peralatan
dan
Mesin Lainnya

18,440,000

18,440,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan

Lainnya

48,020,000

48,020,000

PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

140,314,500

140,314,500

Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota

140,314,500

140,314,500

Pengendalian
Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/Kota

140,314,500

140,314,500

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

1,425,482,200

1,310,165,100

(115,317,100)
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

Sub Kegiatan

Pagu

Indikatif

Perubahan

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

Pencegahan
Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan

Hidup
Kabupaten/Kota

1,257,107,300

1,141,790,200

(115,317,100)

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan

Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan
Hidup

Dilaksanakan terhadap
Media

Tanah, Air, Udara, dan
Laut

1,101,717,400 990,553,300 (111,164,100)

Koordinasi, Sinkronisasi

dan

Pelaksanaan

Pengendalian Emisi

Gas Rumah Kaca, Mitigasi 66,825,000 66,825,000 i

dan

Adaptasi Perubahan Iklim

Pengelolaan Laboratorium

Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota 88,564,900 84,411,900 (4,153,000)
Penanggulangan
Pencemaran
dan/atau Kerusakan 168,374,000 | 168,374,900 :
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

Sub Kegiatan

BERTAMBAH/

(BERKURANG)
Indikatif Perubahan
Pemberian Informasi
Peringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan 168,374,900 168,374,900 -
Hidup
pada Masyarakat
PROGRAM
PENGELOLAAN
4 KEANEKARAGAMAN
HAYATI 4,671,126,108 4,669,101,108 (2,025,000)
(KEHATI)
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati 4,671,126,108 4,669,101,108 (2,025,000)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati di
Luar 69,027,008 69,027,008 -
Kawasan Hutan
Pengelolaan Ruang
Terbuka
Hijau (RTH) 4,460,388,700 4,458,363,700 (2,025,000)
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati 122844500 | 122,844,500 :
Lainnya
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM
dalam
Pengelolaan 18,865,900 18,865,900 -
Keanekaragaman
Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA
DANBERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
5 BERBAHAYA
DANBERACUN (LIMBAH 218,178,400 218,178,400 -
B3)
Penyimpanan
Sementara Limbah 218178400 | 218,178,400 :
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen
Izin Penyimpanan
Sementara
Limbah B3 Dilaksanakan
melalu 19,683400 | 19,683,400 :

Sistem Pelayanan
Perizinan

Berusaha Terintegrasi
secara

Elektronik
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Pagu

. BERTAMBAH/
NO PROGRAM KEGIATAN Sub Kegiatan (BERKURANG)
Indikatif Perubahan
Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi
dan 198,495,000 | 198,495,000 .
Teknis Penyimpanan
Sementara
Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN
o | N PERLINDUNGAN 114,684,900 | 114,684,900 :
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau
Kegiatan yang lzin
Lingkungan dan lIzin 114,684,900 114,684,900 -
PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan
dan Kewajiban Izin 70753700 | 70,753,700 :
Lingkungan
dan/atau Izin PPLH
Pengawasan Usaha
dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan
Hidup, Izin PPLH yang 19,838,400 19,838,400 -
Diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
SinkronisasiPengawasan
dan PenerapanSanksi 24,092,800 24,092,800 -
Upaya dan RencanaPPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
7 PELATIHAN DAN
PENYULUHAN 234,922,400 198,890,800 (36,031,600)
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
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Pagu

. BERTAMBAH/
NO PROGRAM KEGIATAN Sub Kegiatan (BERKURANG)
Indikatif Perubahan
Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga 234,922,400 198,890,800 (36,031,600)
Kemasyarakatan
Tingkat
DaerahKabupaten/K
ota
Peningkatan Kapasitas
dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang 81,683,900 81,683,900 :
Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Pendampingan Gerakan
Peduli
Lingkungan Hidup 153,238,500 117,206,900 (36,031,600)
PROGRAM
8 PENANGANAN
PENGADUAN 56,077,500 56,077,500 -
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang
Perlindungan dan 56,077,500 | 56,077,500 :
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap
PPLH 27,107,500 27,107,500 -
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, 28,970,000 28,970,000 .
dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui
Pengadilan
PROGRAM
9 PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN 19,258,069,700 | 19,243,159,700 (14,910,000)
Pengelolaan
Sampah 19,258,069,700 | 19,243,159,700 (14,910,000)
Penyusunan Kebijakan
dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah 25,752,800 24,252,800 (1,500,000)

Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

Sub Kegiatan

Pagu

Indikatif

Perubahan

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

Penanganan Sampah
denganmelakukan
Pemilahan,Pengumpulan,
Pengangkutan,Pengolahan
, dan PemrosesanAkhir
Sampah di
TPA/TPST/SPAKabupaten
/Kota

12,453,784,000

12,453,784,000

Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan
Persampahan

198,253,500

184,843,500

(13,410,000)

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan

6,580,279,400

2,713,279,400

(3,867,000,000)

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

3,867,000,000

3,867,000,000

10

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

550,000,000

550,000,000

Pengelolaan
Sampah dan Air

Limbah - BLUD Intan

Hijau

550,000,000

550,000,000

Pengurangan Sampah
dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran
Ulang dan Pemanfaatan
Kembali

550,000,000

550,000,000

TOTAL

36,957,143,777

35,716,134,645

berkurang
(1,241,009,132)
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3.4. Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Pada Dinas Lingkungan Hidup

3 5 5 6 9 10 11
Presentase perusahaan yang Persentase Dokumen
PROGRAM PERENCANAAN memiliki dokumen o . . o
LINGKUNGAN HIDUP lingkungan 85% Persen 140.314.500,00 sggzn_?_:?s:dr}el‘_mgkungan Hidup 100% | Persen 176.864.500
Rencana Perlindungan dan Jumlah Dokumen/Laporan
A . : - Persentase Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang 3 Dok ) . 100% | Persen 176.864.500
(RPPLH) Kabupaten/Kota tersusun 140.314.500,00 Perencanaan Lingkungan Hidup
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Dokumen/Laporan
RPPLH Kabupaten/Kota ; ; Persentase Dokumen/Laporan o
Lingkungan Hidup yang 3 Dok 140.314.500,00 Lingkungan Hidup Yang Tersusun 100% | Persen 176.864.500

tersusun

Penyelenggaraan Kajian
lingkungan hidup strategis (klhs)
kabupaten/kota

Persentase Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Yang Tersusun
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Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPIJMD

Persentase Dokumen KLHS

- - - 0, -
RPJMD yang Tersusun 100% | Persen
;Zch;nzta}Pa?; EE :rl]zksanaan KLHS Persentase Dokumen KLHS
- - - | Rencana Tata Ruang yang 100% | Persen -
Tersusun
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU . . . .
KERUSAKAN LINGKUNGAN Tingkat Pencemaran Air 5,55 IP 1.425.482.200,00 Tingkat Pencemaran Air 54 IP 1.499.719.200
HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan . . . .
Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air 50,1 P Indeks Kualitas Air 50,2 | IP
1.257.107.300,00 1.211.690.300
Indeks Kualitas Udara 76,73 P Indeks Kualitas Udara 76,83 | IP
Jumlah Pelaku Usaha Yang Persentase Perusahaan Yang
Telah dilakukan Mengikuti Sosialisasi dan
Pembinaan Dan Pemantauan 20 perusahaan Bimbingan Teknis Kewajiban
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sumber Emisi Udara Di Pembuatan Laporan Izin
Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Industri Lingkungan
. . o
Pgncemaran Lingkungan H|Qup Jumiah Pelaku Usaha Yang 1.101.717.400,00 30% | Persen 1.050.897.400
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, .
. Telah dilakukan
Air, Udara, dan Laut .
Pembinaan Dan Pemantauan 40 perusahaan

Sumber Pencemar Air Di
Lingkungan Industri
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Jumlah Perusahaan yang
mengikuti Sosialisasi Dan

Persentase Pelaku Usaha Yang
Dilakukan Pembinaan Sumber

Bimbingan Teknis Kewajiban 100 perusahaan Pencemar Air, Sumber Pencemar

Pembuatan Laporan Izin Udara

Lingkungan 30% | Persen

Jumlah Perusahaan Yang

Terlayani oleh Kilinik 40 perusahaan

Pengendalian Pencemaran

Jumlah titik pantau air sungai 95 titik pantau . .

Persentase Titik Pantau Air dan 100% | Persen

Jumlabh titik pantau udara 12 titik pantau Udara Yang Dilakukan Uji Mutu
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Jumlah dokumen pengamatan /
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan penghitungan 1 Dok 66.825.000.00 fsresnen;ﬁlsjﬁ Iz‘%kgg]rin;(eg%aén atan 100% | Persen 66.825.000
Adaptasi Perubahan Iklim Dampak GRK T 9 9 P
Pengelolaan Laboratorium \ah Dok .
Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Mutu Persentase Dokumen Mutu o
Kabupaten/Kota Laboratorium 1 Dok 88.564.900,00 Laboratorium 100% | Persen 93.967.900
Penanggulangan Pencemaran

. Persentase Desa Yang
dan/atau Kerusakan Rata-rata indeks pencemaran . . o
Lingkungan Hidup air 5551P 168.374.900,00 Eg?unsgfklgr?rl]_gi]:\ lell:rrl]pe:;m a 100% | Persen 218.028.900
Kabupaten/Kota gkunganny
Pemberian Informasi Peringatan | PR LEEL 0 SR Sistem Informasi Inveniarioasi
i 0,

Pencemaran dan/atau 6 Komunitas 168.374.900,00 Pemetaan yang Dihasilkan 100% | Persen 218.028.900

Kerusakan Lingkungan Hidup
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pada Masyarakat

Jumlah Perusahaan yang
mendapat pendampingan

Persentase Komunitas yang
Terbentuk Sebagai Agen

dalam implementasi Konsep 1 Aplikasi 100% | Persen
Produksi Bersih
pemulihan pencemaran dan/atau Persentase Desa Yang Dilakukan
kerusakan lingkungan hidup - - - Pemulikan Pencemaran Dan/Atau | 100% | Persen 70.000.000
kabupaten/kota Kerusakan Lingkugan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Persentase Desa Dalam Wilayah
Pelaksanaan Restorasi ) i ) ) Restorasi yang Tertangani o
Konservasi Gambut dan 100% | Persen 70.000.000
Mangrovenya
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ketersediaan Persentase Lokasi Kawasan
KEANEKARAGAMAN HAYATI Ruang Terbuka Hijau Di 2,05% Persen 4.671.126.108.00 Keanekaragaman Hayati Yang 100% | Persen 4.185.396.108
(KEHATI) Perkotaan e Ditangani
Pengelolaan Keanekaragaman Persentase Ketersediaan Persentase Luas Kawasan
: Ruang Terbuka Hijau Di 2% Persen Keanekaragaman Hayati Yang 100% | Persen 4.185.396.108
Hayati Kabupaten/Kota Perkotaan 4.671.126.108,00 Ditangani
Pengelolaan Taman . Persentase Luas Lahan Taman
Keanekaragaman Hayati di Luar Jumlah Lokasi Lahan Taman 1 lokasi Kehati Di Luar Kawasan Hutan 100% | Persen 72.447.008
Kehati 69.027.008,00 - .
Kawasan Hutan Yang Ditangani
Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah Lokasi RTH yang . Persentase Lokasi RTH Yang o
Hijau (RTH) dipelihara 30 lokasi | 4 460.388.700,00 | Dipelihara 58% | Persen 8.944.088.700
Pengelolaan Taman Jumlah Lokasi Penghijauan di Persentase Luas Penahiiauan di
Keanekaragaman Hayati Perkotaan dan 70 lokasi gny 100% | Persen 144.219.500

Lainnya

Pedesaan

122.844.500,00

Perkotaan dan Pedesaan
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Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM dalam

Jumlah Kawasan Kampung

Persentase Kawasan Kampung

0,
Pengelolaan Keanekaragaman Hijau 1 kampung 18.865.900,00 Iklim 100% | Persen 24.640.900
Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN Persentase pelaku usaha Persentase Pelaku Usaha Yang
BERACUN (B3) DAN LIMBAH yang memiliki izin 50% Persen 218.178.400.00 Mengimplementasikan Izin TPS 50% | Persen 238.728.400
BAHAN BERBAHAYA DAN pengelolaan limbah B3 T Limbah B3
BERACUN (LIMBAH B3)
) . Tercapainya pelaku usaha
Penyimpanan Sementara Limbah A Pelaku Persentase Pelaku Usaha Yang o
B3 yang memiliki izin TPS 35 usaha 218.178.400,00 | Memiliki Izin TPS Limbah B3 50% | Persen 238.728.400
Limbah B3
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
I;ln Penylmpgnan Sementara . Jumlah pelaku usaha yang Persentase Pelaku Usaha Yang
Limbah B3 Dilaksanakan melalui mengajukan izin TPS 35 pelaku Terfasilitasi Mengajukan Izin TPS 100% | Persen 30.183.400
Sistem Pelayanan Perizinan Limb%lr{ B3 usaha 19.683.400,00 Limbah B3 94 0 ’ ’
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan Jumlah pelaku usaha yang elaku Persentase Kesesuaian Kondisi Di
Persyaratan Administrasi dan mengajukan izin TPS 35 rl)Jsaha 198.495.000.00 Lapangan Dengan Dokumen Yang 50% | Persen 208.545.000

Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Limbah B3

Diajukan
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PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

Persentase Data base

Persentase Ketaatan Perusahaan

il 0, 0,
PERLINDUNGAN DAN {gﬁ;%as;;;_t;ngkungan yang 30% Persen 114.684.900,00 'Il_'ienrhlzzllcjira]lpaI::]eﬂiqdelljolaan 100% | Persen 234.677.100
PENGELOLAAN LINGKUNGAN P gkung P
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau Pelaku Usaha/ Kegiatan yang
Kegiatan yang Izin Lingkungan memiliki Dokumen Pelaku Persentase Hasil Temuan Yang 0
dan Izin PPLH diterbitkan Lingkungan 140 Usaha 114.684.900,00 | Ditindak Lanjuti 100% | Persen 234.677.100
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan | Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan
Kewajiban lIzin Lingkungan dan/atau | yang memiliki 140 dokumen 70.753.700.00 Yang Memiliki Dokumen 95% | Persen 84.398.700
Izin PPLH Dokumen Lingkungan TEm T Lingkungan
Pengembangan Kapasitas Pejabat ) Persentase Pejabat Pengawas o )
Pengawas Yang Terdidik dan Terampil 100% | Persen
Pengawasan Usaha dan/atau Persentase Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Yang Izin Lingkungan Jumlah Perusahaan van Pelaku Usaha Yang Dikenakan
Hidup, I1zin PPLH yang Diterbitkan diawasi yang 45 perusahaan 19.838.400 00 Sanksi Administrasi dan Progres 40% | Persen 80.278.400

oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Verifikasi Lapangan Pelaksanaan
Penaatan Terhadap Peraturan LH
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Koordinasi dan Sinkronisasi

Jumlah Perusahaan yang

Persentase Pelaku Usaha Yang

Pengawasan dan Penerapan Sanksi . ) 45 perusahaan Memiliki I1zin Lingkungan dan Izin 100% | Persen 70.000.000
Upaya dan Rencana PPLH diawasi 24.092.800,00 PPLH Yang Dilakukan Pengawasan
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Persentase kepala keluarga o Persentase Sekolah Yang o
PENYULUHAN LINGKUNGAN yang peduli lingkungan 60% Persen 234.922.400,00 Berwawasan Lingkungan 25% | Persen 213.435.500
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Meningkatnya Pengetahuan ;Zf:ﬁi?i?ﬁg%ﬁ(g:agglatihan

. . ! 0,
Lingkungan Hldup_untuk Lembaga I\/I_asyarakat ak_an Peraturan 300 Peserta 234.922.400,00 dan Penyuluhan Lingkungan 50% | Persen 213.435.500
Kemasyarakatan Tingkat Lingkungan Hidup Hidu
Daerah Kabupaten/Kota P
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang Lingkungan Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang - - -
Hidup untuk Lembaga 81.683.900,00
Kemasyarakatan

.. . Persentase Jumlah Sekolah Yang
fé’,?ﬁ?uﬁzg;euk;;?gang Dilakukan Pembinaan Peduli dan

Pendampingan Gerakan Peduli - Berbudaya Lingkungan o
Lingkungan Hidup pengendalian kerusakan 30 perusahaan 153.238.500,00 Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang 50% | Persen 213.435.500

lingkungan hidup di Kabupaten
Banjar

Sedang Dalam Pendampingan
Peduli Lingkungan
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PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase kepala keluarga

Persentase Masyarakat Hukum

(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN yang peduli lingkungan 60% Persen 234.922.400,00 | Adat Yang Mengelola 25% | Persen 70.000.000
HAK MHA YANG TERKAIT Lingkungan Hidup
DENGAN PPLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Meningkatnya Pengetahuan Persentase Masyarakat Hukum
Pengetahuan Tradisional, dan Hak | Masyarakat akan Peraturan 300 Peserta 234.922.400.00 Adat Yang Mengelola 25% | Persen 70.000.000
MHA yang Terkait dengan PPLH Lingkungan Hidup e Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan
Data dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal Persentase Peserta Sosialisasi
atau Pengetahuan Tradisional dan - - - - Yang Memahami Materi Sosialisasi 100% | Persen 70.000.000
Hak Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA Terkait Dengan PPLH
Persentase pelayanan Persentase Pelayanan
PROGRAM PENANGANAN pengaduan pencemaran dan Pengaduan Pencemaran dan
PENGADUAN LINGKUNGAN kerusakan lingkungan dan 75% Persen Kerusakan Lingkungan dan 100% | Persen 143.743.500

HIDUP

kasus sengketa lingkungan
yang terselesaikan

56.077.500,00

Kasus Sengketa Lingkungan
Yang Terselesaikan
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Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang

Persentase pelayanan
pengaduan pencemaran dan

Persentase Pengaduan
Pencemaran dan Kerusakan

Perlindungan dan Pengelolaan kerusakan lingkungan dan 75% Persen 56.077.500.00 Lingkungan dan Kasus Sengketa | 100% | Persen 143.743.500
Lingkungan Hidup (PPLH) kasus sengketa lingkungan T Lingkungan Yang Ditindak
Kabupaten/Kota yang terselesaikan Lanjuti
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat gg:]éiigng?:r?zgﬁa;erusakan Persentase Kasus Sengketa
i i 0,
E;Eﬁdzfeﬁﬁgia lingkungan hidup dapat 20 kasus 27.107.500,00 _Il__ggslg.ljgsg;rl:awdup Dapat 50% | Persen 71.010.000
P terlayani dengan baik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, Jumlah Kasus sengketa Persentase Pengaduan
dan/atau Penyidikan lingkungan hidup dapat 20 kasus P.encemaran Qan Kerusakan . 50% | Persen 72.733.500
: . - - 28.970.000,00 Lingkungan Hidup Dapat Terlayani T
Lingkungan Hidup di Luar terselesaikan .
: ) Dengan Baik
Pengadilan atau melalui
Pengadilan
Persentase Pengurangan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengurangan o Sampah Rumah Tangga dan o
PERSAMPAHAN sampah 24% Sampah Sejenis Sampah Rumah 24% | Persen 13.382.753.872
Tangga
persentase timbulan sampah o Persentase Pengurangan o
yang tertangani 74% Persen Sampah 24% | Persen
Pengelolaan Sampah 9.964.648.872
Persentase Sampah Yang 61 Persen
Ditangani 0
Penyusunan Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengelolaan Jumlah Dokumen Status 1 Dok Nilai Kepuasan Masyarakat 76% | Persen 55.878.800

Sampah Kabupaten/Kota

Kepuasan Masyarakat

25.752.800,00
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Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Jumlah Sarana dan Prasarana . Persentase Penanganan Sampah o
Pengolahan, dan Pemrosesan yang terpelihara 85 unit 12.453.784.000,00 | Perkotaan 61% | Persen 9.242.539.000
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok/Komunitas Persentase Kelompok/Komunitas

masyarakat dalam pengelolaan 40 K it Masyarakat Dalam Pengelolaan 100% | p
Peningkatan Peran serta persampahan omuntias Persampahan o | rersen
Masyarakat dalam Pengelolaan 235.479.500
Persampahan Jumlah penilaian adipura 198.253.500,00 Persentase Penilaian Adipura

3 kali 100% | Persen

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 20 aket ) )
Prasarana Pengelolaan Penanganan Sampah P 2.713.279.400,00
Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase Ketersediaan Sarana
Pengelolaan Persampahan di ‘lllg:::]h ::;ﬁng a‘:;m al;rasarana 6 unit 3.867.000.000.00 dan Prasarana Penanganan 100% | Persen 430.751.572
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 9 P T Sampah
Pengelolaan Sampah dan Air persentase timbulan sampah o persentase timbulan sampah
Limbah - BLUD Intan Hijau yang tertangani 24% persen 550.000.000,00 | yang tertangani 3.418.105.000
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Pengurangan Sampah dengan

Terlaksananya Operasional

melakukan Pembatasan, Pendaqran BLUD 1 Tahun 550.000.000,00 Persentase Produk Yang Dihasilkan | 100% | Persen 310.000.000
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, ) ) ) ) Persentase Penanganan Sampah o
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Perkotaan Di TPA 61% | Persen 8.108.105.000
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase Ketersediaan Sarana
Pengelolaan Persampahan di - - - - dan Prasarana Penanganan - -
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sampah Di TPA
PROGRAM PENDUKUNG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN . N

Terpenuhinya layanan Indeks Kepatuhan dan Kinerja
PEMERINTAHAN DAERAH s 4 100% Persen 80% | Persen 2.119.965.820
KABUPATEN/KOTA administrasi perkantoran 10.288.288.069,00 | Intern

Persentase Tersusunnya

Tersedianya Laporan Dokumen Perencanaan,
perencanaan, penganggaran, dan . . o
evaluasi kinerja perangkat daerah Kguarjgan dan Capaian 7 Lap 18.221.600,00 Pgnggnggaran dan Evaluasi 100% | Persen 18.221.600

Kinerja Kinerja Perangkat Daerah Tepat

Waktu Tepat Mutu

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Terpenuhinya layanan Egiﬁz;?:azelr?s;: ugr?yaa?:rl: L:irz:r? "
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja P ya'ay 7 Lap ' 9angg 100% | Persen 18.221.600

Perangkat Daerah

administrasi perkantoran

18.221.600,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu Tepat Mutu
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administrasi keuangan perangkat

terpenuhinya administrasi

PersentaseTersusunya Dokumen
Pelaporan dan

12 Bulan Pengadministrasian Keuangan 100% | Persen 1.380.251.100
daerah keuangan perkantoran 8.677.762.349,00 Perangkat Daerah Tepat Waktu
Tepat Mutu

. - . terbayarnya gaji dan tunjangan Persentase Terbayarnya Gaji dan o
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN 12 Bulan 7.297.511.249,00 | Tunjangan ASN Tepat Waktu 100% | Persen
Penvediaan Administrasi tersedianya pendukung Persentase Ketersediaan
Pela);<sanaan Tuoas ASN administrasi/teknis 12 Bulan 1.359.420.000.00 Pendukung Administrasi/Teknis 100% | Persen 1.359.420.000

9 perkantoran R Perkantoran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | tersusunnya laporan keuangan 1 Dok E:riig:]a;i;r:r:s:iu:%? _I?;Jrl](ttjjrr]nen 100% | Persen 13.753.400
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun 13.753.400,00 SKF;,D 9 193,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Persentase Tersusunya Dokumen
Keuangan tersusunnya laporan keuangan Laporan Keuangan o
Bulanan/Triwulanan/Semesteran bulanan/triwulanan/semesteran 18 Lap 7.077.700,00 Bulanan/Triwulanan/Semesteran 100% | Persen 7.077.700
SKPD Tahun SKPD
. . . . . Persentase Terpenuhinya
administrasi umum perangkat Tersedianya administrasi o E . 0
daerah umum perkantoran 12 Bulan 1.126.965.400,00 Layanan Administrasi Umum 100% | Persen 256.154.400
Perangkat Daerah

. . tersedianya komponen instalasi . L
Penyediaan Komponen Instalasi o . Persentase Jaringan Listrik o
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Itl)strlk/penerangan 9 Jenis 17.876.200,00 Terpelihara Dengan Baik 100% | Persen 17.876.200

angunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan 8 Jenis Persentase Penyediaan Peralatan 100% | Persen 59.783.200

Perlengkapan Kantor

perlengkapan kantor

59.783.200,00

dan Perlengkapan Kantor Yang
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Terpenuhi

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

terlaksananya rapat koordinasi

Persentase Terlaksananya Rapat

0,
dan Konsultasi SKPD dan konsultasi SKPD 12 Bulan 1.049.306.000,00 | Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% | Persen 178.495.000
. . . . . . Persentase Jasa Penunjang
penyet_jlaan jasa penunjang urusan Tersedlanyaje_lsa penunjang 12 Bulan Pelayanan Umum Kantor Yang 100% | Persen 262.252.720
pemerintahan daerah urusan pemerintah daerah 262.252.720,00 Terpenuhi
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah jenis jasa komunikasi, Persentase Kelancaran Jasa
, ; . O ) 0
Sumber Daya Air dan Listrik §urr_1ber daya air dan 4 rekening 166.801.720,00 Kpmymkasu Sumber Daya Air dan 100% | Persen 166.801.720
listrik Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah jenis penyediaan jasa - Persentase Kelancaran Jasa o
Kantor pelayanan umum kantor 8 Jenis 95.451.000,00 Pelayanan Umum Kantor 100% | Persen 95.451.000
pemeliharaan barang milik daerah | Tersedianya pemeliharaan Persentase Barang Milik Daerah
penunjang urusan pemerintahan barang milik daerah 12 Bulan 203.086.000.00 Yang Terpelihara Sesuai Dengan 100% | Persen 203.086.000
daerah perkantoran e Rencana Kebutuhan
Pgnyedlaan Qasa Pemellhar_a an, Jumlah kendaraan perorangan Persentase Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak . . . .
. dinas atau dinas 1 unit Jabatan Yang Berfungsi Dengan 100% | Persen 40.990.000
Kendaraan Perorangan Dinas atau . . 40.990.000,00 :
: jabatan yang terpelihara Baik
Kendaraan Dinas Jabatan
Pgnyedlaan Qasa Pemel_lharaan, . Persentase Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah kendaraan dinas 8 unit Operasional Yang Berfungsi 100% | Persen 95.636.000
Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan 95.636.000,00 Dgn an Baik 9 9 0 e
Operasional atau Lapangan 9
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin 28 unit E;rr"s:natlajaenPeézI;Le:\n gfge'\::ejg 100% | Persen 18.440.000
Lainnya lainnya yang terpelihara 18.440.000,00 y 9 9 9 0 .

Baik
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan
bangunan lainnya yang
terpelihara

unit

48.020.000,00

Persentase Gedung Kantor Yang
Berfungsi Dengan Baik

100%

Persen

48.020.000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana
kegiatan ntuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam
pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan
pembangunan insfrastuktur bidang Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya Program dan
Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banjar pada tahun 2022 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Kerja Periode Tahun 2022-2023

TERWUJUDNYA
PEMBANGUNAN
YANG
BERKELANJUTAN

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 61,93% 62,25%
MENURUNNYA PERSENTASE PELANGGARAN
PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP 20,00% 15,00%
HUKUM BIDANG
LINGKUNGAN — PROGRAM
PENGENDALIAN
EiN?AI\ETI\gﬁRAN Tingkat Pencemaran Air 54 1P Rp  1.499.719.200 | 5,3 1IP Rp 2.357.707.800
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan
Pencemaran dan/atau Indeks Kualitas Air 50,2 50,3
Kerusakan Rp 1.211.690.300 Rp 1.741.650.000
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 76,83 76,83
Kabupaten/Kota
Penanggulangan
Pencemaran dan/atau Persentase Desa Yang Ditanggulangi
Kerusakan D K K kan Linak 100% Rp 218.028.900 | 100% Rp  466.057.800
Lingkungan Hidup ampak Kerusakan Lingkungannya
Kabupaten/Kota
Pemulihan
Pencemaran dan/atau Persentase Desa Yang Ditanggulangi
Kerusakan 9 ggu’ang 100% Rp  218.028.900 | 100% Rp  466.057.800

Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Dampak Kerusakan Lingkungannya
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PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

Persentase Lokasi Kawasan
Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani

100%

Rp

4.185.396.108

100%

Rp 7.900.000.000

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
Kabupaten/Kota

Persentase Luas Kawasan
Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani

100%

Rp

4.185.396.108

100%

Rp 7.900.000.000

PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hidup Yang Tersedia

100%

Rp

176.864.500

100%

Rp  200.000.000

Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota

Persentase Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hidup

100%

Rp

176.864.500

100%

Rp  200.000.000

Penyelenggaraan
Kajian lingkungan
hidup strategis (klhs)
kabupaten/kota

Persentase Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Yang Tersusun

Rp

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT

Persentase Sekolah Yang Berwawasan
Lingkungan

25%

Rp

213.435.500

30%

Rp  213.435.500
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Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Derah
Kabupaten/kota

Persentase Sekolah Yang Mengikuti
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup

50%

Rp

213.435.500

55%

Rp

213.435.500

PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL
DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH

Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang
Mengelola Lingkungan Hidup

25%

Rp

70.000.000

50%

Rp

155.000.000

Pengakuan MHA,
Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional, dan Hak
MHA Yang Terkait
dengan PPLH

Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang
Mengelola Lingkungan Hidup

25%

Rp

70.000.000

50%

Rp

155.000.000

PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Pelayanan Pengaduan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang
Terselesaikan

100%

Rp

143.743.500

100%

Rp

151.000.000
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Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

Persentase Pengaduan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan dan Kasus
Sengketa Lingkungan Yang Ditindak
Lanjuti

100%

Rp

143.743.500

100%

Rp

151.000.000

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap
Pengelolaan Lingkungan Hidup

100%

Rp

234.677.100

100%

Rp

634.398.700

Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
yang lzin Lingkungan
dan Izin PPLH
diterbitkan

oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak
Lanjuti

100%

Rp

234.677.100

100%

Rp

634.398.700
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TERCIPTANYA
PEMUKIMAN
YANG NYAMAN
DAN LAYAK
HUNI

PERSENTASE KAWASAN KUMUH 9,67% 9,12%
PROGRAM Persentase Pengurangan Sampah Rumah
PENGELOLAAN Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 24,10% Rp 13.382.753.872 | 24,20% Rp 43.061.058.800
PERSAMPAHAN Rumah Tangga
Pengelolaan Sampah
Persentase Pengurangan Sampah 24% 24,20%
Rp 13.382.753.872 Rp 43.061.058.800
Persentase Sampah Yang Ditangani 61% 61,25%
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) Persentase Pelaku Usaha Yang o o
DAN LIMBAH BAHAN | Mengimplementasikan Izin TPS Limbah B3 | 20:00% Rp  238.728.400 | 58,00% Rp  410.000.000
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
Penyimpanan o
Sementara Limbah B3 | Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki 50% Rp 238 728.400 | 58% Rp  410.000.000

Izin TPS Limbah B3
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan
evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah
sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis
pada masyarakat. Dalam Renja tahun 2022 diharapkan dapat diakomodir target kinerja
serta usulan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal
pelayanan pengangkutan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjar.

Tentunya dengan usulan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan
berakibat terjadinya penambahan belanja daerah dan semua usulan tidak dapat
terakomodir. Akan tetapi dengan disusunnya Renja 2022 diharapkan dapat memberi
gambaran bahwa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup melayani kebutuhan
masyarakat terutama dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar selain menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 yang belum berjalan juga berfungsi sebagai sarana
peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa datang.
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